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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) Tahun 2014. Laporan ini merupakan implementasi
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada BKKBN dan merupakan upaya untuk melaksanakan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berakhirnya
tahun 2014 maka BKKBN telah melaksanakan tugasnya dalam
menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN tahun
2010-2014 untuk tahun kelima sesuai Peraturan Kepala BKKBN nomor: 133/Per/B1/2011 tentang
Rencana Strategis BKKBN tahun 2010-2014.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja tahun anggaran @&figan mengacu kepada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Di dalam laporan kinerja ini, segala upaya pencapaian kinerja, kami uraikan
baik mencakup keberhasilan maupun hambatan selama periode tahun 2014. Kami sangat menyadari
bahwa akuntabilitas dan kredibilitas BKKBN tidak hanya ditentukan oleh pencapaian-pencapaian
yang disajikan dalam laporan ini, namun kami patut berbangga bahwa BKKBN dapat mencapai
predikat BAIK atas evaluasi akuntabilitas kinerja BKKBN Tahun 2013.

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim
Penyusun yang telah menyumbangkan pikiran sehingga penyusunan laporan kinerja ini selesai tepat
pada waktunya dan kepada seluruh jajaran BKKBN yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Semoga Allah
SWT senantiasa meridhoi usaha kita bersama dan usaha yang telah dikerjakan bermanfaat bagi
pegawai di lingkungan BKKBN, masyarakat dan bangsa Indonesia.

Akhirnya kami mengharapkan saran dan masukan dari pembaca dan pengguna laporan akuntabilitas
kinerja ini, dapat disampaikan kepada kami untuk menjadi bahan penyempurnaan laporan
akuntabilitas kinerja pada tahun berikutnya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta,  Februari 2015
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
PIt. Kepala,

Ir. Ambar Rahayu, M.‘E?@
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OISTEMATIKA PELAPORAN

L aporan Akuntabilitas Kinerja BKKBN Tahun 2014 mdagkan pencapaian kinerja
BKKBN selama tahun 2014 sebagai tolak ukur kebddrasrganisasi. Sistematika
penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

Pendahuluan

Berisi penjelasan secara ringkas mengenai latakéed; profil dan sejarah BKKBN; tugas,
fungsi, dan wewenang; pemangku kepentingan; keduddln peran; struktur organisasi
dan dasar hukum.

Perencanaan Kinerja

Berisi penjelasan rencana strategis BKKBN 2010-20d&i, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan, Strategi, Perjanjian Kinerja, Progranggiatan Pembangunan Kependudukan
dan KB Tahun 2014.

Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 201l14ertzesrealisasi anggaran serta
perbandingan dengan pencapaian kinerja tahun-tsgheiumnya.

Penutup
Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja BKKBN tafti@i4.
Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan in
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Ringkasan
Eksekutif

BKKBN (Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional) merupakan
lembaga pemerintah non kementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan
bertanggungjawab  kepada  Presiden.
BKKBN bertugas melaksanakan
pengendalian penduduk dan

menyelenggarakan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN
mempunyai  fungsi: (1) perumusan
kebijakan nasional; (2) penetapan norma,
standar, prosedur dan kriteria; (3)
pelaksanaan advokasi dan koordinasi; (4)
penyelenggaraan komunikasi, informasi
dan edukasi; (5) penyelenggaraan
pemantauan dan evaluasi; dan (6)
pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di
bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.

Renstra (Rencana Strategis) BKKBN
Tahun 2010-2014, yang merupakan
penjabaran dari RPJMN Tahun 2010-2014,
sebagai dasar perencanaan program dan
anggaran untuk pelaksanaan program
Kependudukan dan Keluarga Berencana

(KKB) selama 5 tahun. Program

Kependudukan dan KB diarahkan kepada
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pengendalian penduduk dengan fokus
prioritas yaitu revitalisasi program KB,
penyerasian  kebijakan  pengendalian
penduduk dan peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga. Upaya-upaya
tersebut dituangkan ke dalam satu program
teknis, yaitu Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana dengan dukungan tiga
program generik, yaitu Program Pelatihan
dan Pengembangan BKKBN; Program
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis
Lainnya  BKKBN; dan Program
Pengawasan dan Peningkatan Aparatur
BKKBN.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan,

BKKBN telah tertuang dalam RKT

(Rencana Kerja Tahunan) Tahun 2014

maka telah ditetapkan 12 sasaran strategis

sebagai kinerja yang harus dipertanggung-
jawabkan. Sasaran strategis tersebut

tertuang dalam dokumen renstra 2010-

2014 serta penyesuaian Renstra 2010-

2014, yaitu:

1. Meningkatnya keserasian kebijakan
pengendalian penduduk dengan
pembangunan lainnya;

2. Meningkatnya CPR (cara modern)
dari 57.9 persen (SDKI 2012)
menjadi 60.1 persen;

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB
tidak terlayani (nmet needdari 8.5
persen (SDKI 2012) menjadi sekitar

B

@

©

10.

6.5 persen dari jumlah pasangan usia
subur;

Meningkatnya usia kawin pertama
perempuan dari 19 tahun (SDKI
2012) menjadi sekitar 21 tahun;
Menurunnya ASFR 15-19 tahun dari
48 (SDKI 2012) menjadi 30 per
seribu perempuan;

Menurunnya  kehamilan  tidak
diinginkan dari 19.7 persen (SDKI
2007) menjadi sekitar 15 persen;
Meningkatnya peserta KB Baru Pria
dari 3.5 persen menjadi sekitar 5
persen;

Meningkatnya kesertaan ber-KB
pasangan usia subur (PUS) pra-S dan
KS | anggota kelompok usaha
ekonomi produktif dari 80 persen
menjadi 82 persen dan pembinaan
keluarga menjadi sekitar 70 persen;
Meningkatnya partisipasi keluarga
yang mempunyai anak dan remaja
dalam kegiatan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
melalui kelompok kegiatan Bina
Keluarga Balita (BKB) dari 3.2 juta
menjadi 5.5 juta keluarga balita dan
Bina Keluarga Remaja (BKR) dari
1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga
remaja;

Menurunnya disparitas CPR antar

wilayah dan antar sosial ekonomi;
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11. Terbentuknya BKKBD di 435 Indikator Kinerja Utama. Pencapaian atas

Kabupaten dan Kota; keseluruhan IKU  tersebut  dapat

12. Meningkatnya jumlah Klinik KB dikelompokkan dalam 3 segmen sebagai

Pada tahun 2014 ini seluruh sasaran

strategis tersebut dicapai melalui

10

yang memberikan pelayanan KB berikut: (1) 8 IKU capaiannya diatas 100%;
sesuai SOP (informed consent) dari (2) 7 IKU capaiannya antara 60%-99,99%;
20 persen menjadi sebesar 85 persen. (3) 1 IKU capaiannya masih dibawah 60%.
Berikut adalah tabel pencapaian KU
16 BKKBN tahun 2014:

Capaian Kinerja Tahun 2014

Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi  Capaian
(%)
Jumlah Grand desain pengendalian 1 1 100
penduduk
Jumlah kebijakan sektor Pembangunan 1 1 100

berwawasan Kependudukan

CPR cara modern (persen) 60,1 60,5 100,7
Persentase kebutuhan KB tidak terlayani 6,5 10,8 66,2
(Unmetneed)

Median Usia kawin Pertama Perempuan 21 tahun 20 tahun 95,2
Jumlah kelahiran pada kelompok usia 15- 30 35 83,5
19 tahun per 1000 perempuan

Persentase penurunan kehamilan tidak 15 11,16 109,0
diinginkan

Persentase PB (peserta KB baru) Pria 5,0 5,89 ,8117
Persentase PUS KPS dan KS | anggota 75,3 81,8 108,6
Kelompok UPPKS yang menjadi peserta

KB

Persentase keluarga KPS dan KS | yang 70 52,9 75,6

ikut dalam kelompok UPPKS
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No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi = Capaian

(%)

11 Jumlah keluarga yang aktif dalam BKB 4.4 2,9 65,2
(juta)

12 Jumlah keluarga yang aktif dalam BKR 2,4 15 62,5
(juta)

13 Persentase Provinsi dengan CPR > CPR 60 54,5 90,8
Nasional

14 Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS1 13,1 13,8 105,3
(juta)

15 Jumlah kabupaten dan kota yang telah 185 24 13,0
membentuk BKKBD

16 Persentase peserta KB Baru (PB) yang 85 87,2 102,6

mendapainformed consent
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Penjelasan masing-masing kelompok IKU d. Persentase penurunan kehamilan

di atas adalah sebagai berikut: tidak diinginkan dengan realisasi
untuk kehamilan tidak diinginkan

sebesar 11,6% dari target 15%.

1. IKU dengan pencapaian di atas target
(> 100 %)

a. Jumlah Grand desain Pengendalian € Persentase PB (peserta KB baru)

penduduk dengan capaian 100%. Pria dengan realisasi 5,89% dari

BKKBN telah memiliki GDPK target  5%.
menunjukkan bahwa BKKBN telah

Capaian ini

(Grand  Design
Kuantitas Penduduk) Tahun 2010-
2035. Grand Design Pengendalian

Pengendalian
berhasil meningkatkan kesertaan

pria. untuk menggunakan alat

Kuantitas Penduduk merupakan kontrasepsi cara modern.

acuan bagi pemerintahan provinsi, f. Persentase PUS KPS dan KS |
kabupaten dan kota dalam anggota Kelompok UPPKS yang

menyusun Grand Design menjadi peserta KB dengan

Pengendalian Penduduk di wilayah realisasi 81,8% dari target 75,3%.

masing-masing. BKKBN telah berhasil

b. Jumlah Kebijakan sektor meningkatkan kesertaan ber-KB

Pembangunan berwawasan dari PUS KPS dan KS | yang

Kependudukan dengan capaian menjadi  anggota  kelompok
UPPKS.

100%. BKKBN telah membuat

panduan integrasi kebijakan
kependudukan ke dalam Rencana
Pembangunan Daerah yang juga
sudah disosialisasikan ke provinsi,

kabupaten dan kota.

. CPR cara modern dengan realisasi
60,5% dari target 60,1%. Capaian
ini menunjukkan bahwa BKKBN
telah  berhasil  meningkatkan
kesertaan pasangan usia subur yang

menggunakan alat KB modern.

. Jumlah peserta KB aktif/PA KPS

dan KS | dengan realisasi 13,8 juta
dari target 13,1 juta sehingga
capaian adalah 105,3%. Hal ini
berarti, BKKBN telah berhasil
meningkatkan kelangsungan ber-
KB masyarakat kurang mampu
untuk menggunakan alat

kontrasepsi cara modern.

. Persentase peserta KB Baru (PB)

yang mendapatnformed consent
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tahun dari target 21 tahun. Hal ini
BKKBN

harus terus melakukan berbagai

menunjukkan  bahwa
upaya baik itu KIE (komunikasi,
edukasi dan informasi) maupun
pengembangan materi-materi

kesehatan reproduksi untuk

penundaan usia kawin pertama.

dengan realisasi 87,2% dari target c. Jumlah kelahiran pada kelompok
85%. Capaian ini menunjukkan usia 15-19 tahun per 1000
bahwa BKKBN telah berhasil perempuan dengan realisasi 35 dari
meningkatkan persentase pasangan target 30. Capaian ini menunjukkan
usia subur yang baru ber-KB dalam bahwa BKKBN masih harus
mendapatkan persetujuan tindakan berupaya lebih keras lagi dalam
medis tertulis untuk KB metode mengadvokasi pasangan usia subur
Implant, MOW, MOP dan IUD. usia 15-19 tahun agar menunda
2. IKU dengan pencapaian antara 60%- kehamilan pertamanya.

99,99% d. Persentase keluarga KPS dan KS |
a. Persentase kebutuhan KB tidak yang ikut dalam kelompok UPPKS
terlayani (Unmet need) dengan dengan realisasi 52,9% dari target

realisasi 10,8% dari target 6,5%. 70%.  BKKBN harus terus
Pencapaian kinerja yang hanya mengupayakan — agar  keluarga
66.2% menunjukkan bahwa miskin (pra sejahtera dan sejahtera
BKKBN harus melakukan upaya I) dapat menjadi peserta UPPKS
keras untuk mengatasi hambatan (Usaha Peningkatan Pendapatan

dari aspek-aspek berbagai alasan Keluarga Sejahtera).

tidak ber-KB sesuai dengan e. Jumlah keluarga yang aktif dalam
wilayah provinsi. BKB dengan realisasi 2,9 juta dari

. Median Usia kawin Pertama target 4,4 juta  sehingga
Perempuan dengan realisasi 20 pencapaiannya  baru  65,2%.

BKKBN perlu  meningkatkan

kesertaan keluarga yang memiliki
balita agar aktif dalam kelompok
Bina Keluarga Balita (BKB).

Jumlah keluarga yang aktif dalam
BKR dengan realisasi 1,5 juta dari
target 2,4 juta. BKKBN perlu

meningkatkan kesertaan keluarga

yang memiliki remaja untuk aktif
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dalam kelompok Bina Keluarga
Remaja (BKR).

g. Persentase Provinsi dengan CPR >
CPR Nasional dengan realisasi
sebesar 54,5% dari target 60%.

3. IKU dengan pencapaian kurang dari
60%:

a. Jumlah kabupaten dan kota yang
telah membentuk BKKBD dengan
realisasi 24 dari target 185.

Pencapaian IKU ini hanya 13%.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan
program KKB nasional tahun 2014 yang
dituangkan melalui APBN sejumlah Rp.
2.888.448.074.000,- namun kemudian
mengalami efisiensi sehingga dukungan
anggaran menjadi Rp. 2.539.866.646.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.
2.118.034.743.535,- atau 83,39%.
Sedangkan dukungan anggaran Dana
Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten
dan Kota tertentu tahun 2014 adalah
sebesar Rp. 462,910,000,000,-.
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Latar Belakang

Pengelolaan program KKBPK (Kependudukan, KeluargareBcana dan

Pembangunan Keluarga) merupakan rangkaian kegiatansaling berkaitan dan
melibatkan masyarakat sebagai subyek sekaligusk opjegram. Saat ini

walaupun sebagian besar masyarakat dapat meneeingaml baik program KB

yang dibuktikan dengan peningkatan kesertaan beteflBama peserta wanita,
namun upaya untuk terus meningkatkan kesertagmheras dilakukan terutama
kesertaan KB Pria. Begitu pula upaya untuk menjegberlangsungan PA
(Peserta KB Aktif) tetap harus dilakukan mengingaigka kelahiran total

(TFR/Total Fertility Rate) yang stagnan selamaatun.

Pelaksanaan pengelolaan Program KKBPK erat kaitadaggan upaya terhadap
peningkatan angka kesertaaan ber-KB dan penurungkaakelahiran total.
Untuk mencapai tujuan program KKBPK, peran kelenalaag sangatlah
menentukan, apalagi di era otonomi daerah dimarerkdaan SKPD-KB
(Satuan Kerja Perangkat Daerah-Keluarga Berencsaayat bervariasi dan
dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing pemerirdabrah. Begitu pula
dengan sarana dan prasarana serta komponen-kompemelukung seperti
jumlah petugas lapangan yang semakin berkurangtalawn ke tahun, APBD
yang belum memadai serta kebutuhan ketersediaanydaty tepat waktu dan

akurat.

BKKBN sebagai salah satu unsur penyelenggara petaban negara,
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksamagas pokok dan
fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yamgikid dan dalam

mencapai misi dan tujuan organisasi.
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Sekaitan dengan hal tersebut di atas dan berdasBetaturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinergansi Pemerintah, seluruh
instansi pemerintah wajib untuk melaksanakan akilittes kinerja sebagai

wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah datemcapai misi dan tujuan

organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi deRgaaturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BgioRepublik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pegarilinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinergiainsi Pemerintah. Laporan
kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelakaa tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah @éaggunaan anggaran.
Pelaporan kinerja instansi pemerintah diperlukamkumengetahui kemampuan
setiap instansi pemerintah dalam pencapaian visi dan tujuan organisasi
sehingga dapat terwujud pertanggungjawaban damgiatan kinerja instansi

pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004rtgi8estem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Niimicahun 2006 tentang
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasionapkitethahwa pimpinan
Kementerian/Lembaga menentukan Rencana Strategisnsi{R) setelah
disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka dédbnedasional
(RPJIMN). Tahun 2014 merupakan tahun terakhir palean Renstra BKKBN
periode 2010-2014. Renstra ini meliputi perencanpaygram dan kegiatan
strategis, dan perencanaan pendanaan berdasasie&m perencanaan anggaran
berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jahgaengah (KPJM) dan
Anggaran terpadu (Unified Budgeting). Dalam pelaksanya, Renstra BKKBN
dilengkapi dengan Renstra Eselon I, penyusunamamijiem Kinerja dan Rencana
Kerja Tahunan BKKBN serta penyusunan Indikator kemé&tama.

Seiring dengan perubahan peraturan di lingkungarKB¥ dan berbagai
permasalahan yang melingkupinya, saat ini peméristadah mengeluarkan
kebijakan mengenai reformasi birokrasi. Reformasolpasi telah menjadi
kebijakan nasional sejak diterbitkan Peraturan Eertiegara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedddraom Reformasi
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birokrasi. Peraturan ini kemudian disempurnakangdenterbitnya 2 (dua)
peraturan perundang-undangan baru pada tahun 2000Beraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentarigrand DesignReformasi Birokrasi 2010-2025
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nedgareformasi Birokrasi
Nomor 20 tahun 2010 tentaRpad MapReformasi Birokrasi 2010-2014.

Gambar 1.1
SkemaGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Strategi Pelaksanaan

PENGELOLAAN PENGETAHUANRB

Sebagai bagian dari instansi pemerintah, BKKBNttaasta dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi nasional. Bagi BKKBN, reformdsrokrasi bukanlah hal
baru, karena sebelum kebijakan nasional reformasikdasi diberlakukan
BKKBN telah melakukan reformasi melalui gerakan rbangun budaya kerja
(corporate culturg CUK (Cerdas, Ulet, Kemitraan), sistem manajerkieerja
dengan menggunak#&mools management Balanced Scorecard, logical fraonkew
transformasi organisasi menjadi organisasi pemdn@aj((earning organizatioip
dan penggunaan teknologi informasi untuk mempetgegagambilan keputusan
dan penyebaran informasi secara langsung ke seloddmesia melaluvideo
conference.
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Berdasarkan penilaian
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Tahun 2014,
insdeks pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
BKKBN mendapatkan nilai
“B”. Hal ini mencerminkan
komitmen tinggi organisasi
untuk berubah. Dalam
Roadmap Reformasi
Birokrasi 2010 - 2014,
BKKBN telah
melaksanakan 8 area

perubahan. Dalam PMPRB,

Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, memperoleh nilai
84,17.

Budaya kerja CUK yang secara substansi
selaras dengan reformasi birokrasi nasional,
menjadi kekuatan utama, sebagai kekuatan
organisasi, menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari gerakan reformasi birokrasi.

Berdasarkan pemahaman terhadap
pelaksanaan dan hasil yang diinginkan
sebagaimana dimaksudkan dald&oadmap
Reformasi Birokrasi 2010-2014, dapat
dikatakan BKKBN telah

menyelesaikan 27 kegiatan dalam agenda RB.

bahwa

Kegiatan evaluasi menyeluruh telah dilakukan
pada semester kedua 2014 dan hasilnya

tertuang dalam Profil Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Tahun 2014. Berdasarkan Penilaian

Kementerian PAN dan RB RI (Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BgioRepublik Indonesia),
indeks Reformasi Birokrasi BKKBN mendapatkan nBai Hal itu menunjukkan
terjadi proses perubahan dalam proses keorgamsasemingkatnya efisiensi dan
efektifitas, akuntabilitas kinerja, transparanserijaikan akses dan kualitas

pelayanan publik.

Program dan kegiatan RB merupakan hal yang setiagan prioritas pada
Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2010-2014. Datamstra disebutkan
bahwa 3 program prioritas adalah, sebagai berikut:

1. Program pelatihan dan pengembangan BKKBN,
2. Program dukungan manajemen dan tugas teknis laiBiy@N,

3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitaatap BKKBN.

Tabel 1.1 menjelaskan keselarasan antara programkelgiatan RB dengan
prioritas Renstra BKKBN. Dengan demikian, reformasgiokrasi bukan lagi

merupakan kegiatan yang terpisah dari pelaksareaestra.
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Tabel 1.1.

Keselarasan Program dan Kegiatan RB dengan Priorita Renstra BKKBN

10

11

12

13

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawaidierl
kompetensi

Pembentukan tim manajemen perubahan BKKBN

Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strate
komunikasi BKKBN

Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahiamd
rangka reformasi birokrasi

Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yal
dikeluarkan/diterbitkan oleh BKKBN

Penguatan unit kerja yang menangani fungsi orgsinisa
tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian daatdikl

Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

Penerapan Sistem Pengendalian Intern PemerintdR)(SI
pada masing-masing BKKBN

Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Peaterir
(APIP) sebagauality Assurancelanconsulting

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKKB

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Penerapan standar pelayanan pada masing-masing un
kerja BKKBN

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelaya
public

Program pelatihan dan
pengembangan

Program dukungan manajemen

Program dukungan manajemen

Program dukungan manajemen

Program dukungan manajemen

Program dukungan manajemen

Program dukungan manajemen

Program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
aparatur BKKBN

Program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
aparatur BKKBN

Program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
aparatur BKKBN

Program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
aparatur BKKBN

Program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
aparatur BKKBN

Program pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
aparatur BKKBN

Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya ydamgn@aka disusun prioritas

implementasi program dan kegiatan RB. Tabel 1.2 ggambarkan prioritas

implementasinya.
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Tabel 1.2
Prioritas Pelaksanaan Program dan Kegiatan RB BKKBN

QUICKWINS
1 Pengembangan informasi dan Dialog Interaktif Pnogkd8 Nasional MelaluiTeleconference
2  Penerapae-ProcuremenPengadaan Barang dan Jasa

3  Pengembangan Sistem Pelayanan KB di Wilayah TDeydin Terpencil dan Perbatasan
(Galcitas)

MANAJEMEN PERUBAHAN

4 | Pembentukan tim manajemen perubahan BKKBN

5  Penyusunan strategi manajemen perubahan dan skategnikasi BKKBN
PENATAAN dan PENGUATAN ORGANISASI

6 Penguatan unit kerja yang menangani fungsi orgsinisdalaksana, pelayanan publik,

kepegawaian dan diklat
MONITORING, EVALUASI dan PELAPORAN
7 Monitoring dan laporan monitoring

2012

PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
8 Penataan berbagai peraturan perundang-undangariehgarkan/diterbitkan oleh BKKBN
PENATAAN TATALAKSANA
9 Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi
10 Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawaidie fzampetensi
PENGUATAN PENGAWASAN
11 Penerapan Sistem Pengendalian Intern PemerintdR)(S&da BKKBN

12 Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Peate(PIP) sebagdpuality Assurance
danconsulting

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
13 Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
14 Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKKBN

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
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15 Monitoring dan laporan monitoring

16 Evaluasi dan laporan evaluasi

2013

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

17 Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayzublik

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

18 Monitoring dan laporan monitoring

19 Evaluasi dan laporan evaluasi

2014

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

20 Monitoring dan laporan monitoring

21 Evaluasi keseluruhan dan laporan evaluasi kesedaruh

1.2
121

Pada akhir tahun, pertanggungjawaban kinerja diskgo dengan menyusun LK
(Laporan Kinerja) yang dilakukan secara berjenjairgulai dari penyusunan LK
Eselon Il, LK Eselon | dan LK BKKBN. LK BKKBN tahur2014 diserahkan
kepada Kementerian Negara PAN & RB sebagai wujuhpggungjawaban atas
pencapaian kinerja BKKBN dikaitkan dengan anggaema pencapaian tujuan
dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetajakam Renstra Tahun 2010-
2014.

Tentang BKKBN
Profil dan Sejarah Singkat

Di Indonesia keluarga berencana modern mulai dikeada tahun 1953. Pada
waktu itu sekelompok ahli kesehatan, kebidanan td&oh masyarakat telah
mulai membantu masyarakat. Pada tanggal 23 Desetaben 1957 mereka
mendirikan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencanamesia) dan bergerak
secara silent operation membantu masyarakat yangenmean bantuan secara
sukarela, jadi di Indonesia PKBI adalah pelopogpeakan keluarga berencana

nasional. PKBI memperjuangkan terwujudnya keludgjaarga yang sejahtera
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melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatunkiédraatau menjarangkan
kelahiran, mengobati kemandulan serta memberi aapenkawinan.

Pada awal dekade 1960-an, Indonesia mengalami “Babyn” yang ditandai
dengan ledakan tingkat kelahiran yang cukup tin@mi.sisi lain Indonesia
mengalami keadaan yang tidak menguntungkan dengamya kesulitan-
kesulitan di bidang ekonomi. Sebagai upaya pentagkakesejahteraan
masyarakat sulit direalisasikan.

Situasi sulit tersebut perlahan-lahan mulai berusetielah lahirnya pemerintah
Orde Baru yang memusatkan perhatiannya kepada peunban ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan ni@ngaemerintah Orde Baru
juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadealah kependudukan.
Komitmen yang tinggi tersebut ditandai dengan pdatanganan Deklarasi
Kependudukan Dunia oleh Presiden Soeharto bersama-dengan pemimpin-

pemimpin dunia lainnya pada tahun 1967.

Berdasarkan hasil penandatanganan Deklarasi Kegekdn PBB Tahun 1967
oleh beberapa Kepala Negara Indonesia, maka didehtwsuatu lembaga
program keluarga Berencana dan dimasukkan dalagrgmopemerintah sejak
pelita 1 (1969) berdasar Instruksi Presiden NonsdaBun 1968 yang dinamakan
Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) sebdganbaga semi

pemerintah.

Pada tahun 1970 ditingkatkan menjadi Badan penagrimbelalui Keppres
(Keputusan Presiden) Nomor 8 Tahun 1970 dan ditmeria BKKBN (Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang bggang jawab kepada
presiden dan bertugas mengkoordinasikan perencana@amgawasan dan
penilaian pelaksanaan Program keluarga BerencaelaliMKeppres Nomor 33
Tahun 1972 dilakukan penyempurnaan struktur organisugas pokok dan tata
kerja BKKBN. Dengan Keppres Nomor 38 Tahun 1978niggsi dan struktur
BKKBN disempurnakan lagi, dimana fungsinya dipesld@ak hanya masalah
KB tetapi juga kegiatan-kegiatan lain, yaitu kepahekan yang mendukung KB
(beyond family planning).
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1.2.1.1.

1.2.1.2.

Untuk melaksanakan Program Keluarga Berencana siyanakat, dikembangkan
berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan keloufudogram dan situasi
serta kondisi masyarakat. Sebagai upaya menunjahgrikasilan terhadap
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapR&EIKBN mengembangkan

beberapa kebijakan dan strategi selama Pembangdangka Panjang Pertama

Periode Pelita | (1969-1974)

Pada periode Pelita | ini dibentuk BKKBN (Badan Kdinasi Keluarga
Berencana) berdasarkan Keputusan Presiden Nomah@nT1970. Pada tahun
1972 melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1$taus Badan ini
berubah menjadi Lembaga Non Departemen yang beidk&dn langsung
dibawah presiden.

Sebagai bagian dari rencana besar pembangunantdhma, maka kebijakan
kependudukan tak lepas dari keseluruhan kebijak@mbpngunan nasional.
Kebijakan pembangunan kependudukan ini “ditujukatuki mengurangi angka
pertumbuhan penduduk”. Inilah yang menjadi aramatamplementasi kebijakan
kependudukan pada Pelita | dimana tingkat pertuabypenduduk relatif tinggi.
Untuk itu, pendekatan yang ditempuh adalah dengaa memasyarakatkan

program penjarangan kelahiran.

Meskipun demikian, pemerintah tetap menyadaripgniting dan makna strategis
masalah kependudukan sebagai aset pembangunaahJueniduduk yang besar
merupakan sumber daya manusia terpenting bagi lkafiean pembangunan
nasional. Oleh karenanya sambil menekan tingkahken, pemerintah juga
merancang berbagai program aksi guna meningkatkaalitds penduduk

termasuk didalamnya adalah agenda untuk (1) meaikgik kesejahteraan ibu
dan anak, (2) meningkatkan kemudahan dan kualidayanan kesehatan
masyarakat, (3) meningkatkan gizi.

Periode Pelita Il (1974-1979)

Pada periode ini, pembinaan dan pendekatan progaag semula berorientasi
pada kesehatan mulai dipadukan dengan sektor-spktabangunan lainnya,
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1.2.1.3.

1.2.1.4.

1.2.1.5.

yang dikenal dengan Pendekatan Integritas, dengaant untuk menurunkan
angka kelahiran secara langsung dengan pemaka&tn kahtrasepsi dan
penurunan angka kelahiran secara tidak langsunglumepola kebijakan

kependudukan yang integral (Beyond Family Planning)

Dalam kaitannya dengan Beyond Family Planning, padan 1973-1975 mulai
dirintis Pendidikan Kependudukan sebgg#ot project

Periode Pelita Il (1979-1984)

Pada awal Pelita Ill dikembangkan penggarapan pnodg¢B dengan pendekatan
KB pedesaan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudigambangkan kebijakan
dan strategi operasional yang disebut Panca KayaCatur Bhava Utama yang
bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharaglkpat mempercepat
penurunan fertilitas. Pada periode ini juga dikengik@n model strategi baru yang
memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi dalam kéMass Campaign”,

yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada Pelita ini dikembangkan strategi pembagiaayail guna mengimbangi laju
kecepatan program, dikembangkan juga melalui pextdelikoordinasi aktif yaitu
penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarekét Hisinkronkan dan
ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan pegamda, yaitu selain sebagai

dinamisator juga sebagai fasilitator.

Selain itu dilakukan pula pendekatan kualitas yarituk meningkatkan kualitas
petugas, sarana dan pelayanan dalam upaya menofesipnalisme. Pada
periode ini, tanggal 28 Januari 1987, dicanangk&nNandiri oleh Presiden
Soeharto. Program KB Mandiri dipopulerkan dengamfanye Lingkaran Biru
(LIBI) yang bertujuan untuk memperkenalkan tempatjpat pelayanan dengan
Logo Lingkaran Biru KB.

Periode Pelita V (1988-1993)

Pelita V merupakan tahapan akhir dari pembanguaagkp panjang pertama,

pada tahapan ini program KB terus berupaya mentkgkaualitas petugas atau
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1.2.1.6.

sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Salah sasttegstrbaru yang
diluncurkan adalah kampanye LIMAS (Lingkaran Emasj)gkaran Emas ini
merupakan bentuk kampanye KKM (keluarga kecil mandan dalam LIMAS
ini jenis kontrasepsi yang ditawarkan lebih bangdiandingkan dengan LIBI.

Pada periode ini pula ditetapkan Undang-Undang Ndiiorahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kebejaj#tera dan GBHN
(Garis-Garis Besar Haluan Negara) tahun 1993 kimysusub sektor Keluarga
Sejahtera dan Kependudukan, sehingga kebijaksat@astrategi gerakan KB
nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga keailgy sejahtera melalui
penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahirambinaan ketahanan

keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Gambar 1.2
Pemberian Penghargaan Pengelola KB Teladan Tingkddasional Tahun 1992

Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada awal Pelita VI, strategi yang dilakukan adataningkatkan kerjasama
lintas sektor dan antarinstansi/institusi dalam sana kesejajaran untuk
mengefisienkan pelaksanaan program. Kerjasama dimgkjak tahap
perencanaan sampai pada pelaksanaan serta pemadéauavaluasi, dilandasi
semangat kesetaraan, kemitraan dan saling mengkaton Kegiatan yang
dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan kelsejglatera diarahkan
pada tiga gerakan yaitu: GRKS (Gerakan Reprodukkid¢ga Sejahtera), GKSS
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1.2.1.7.

(Gerakan Ketahanan Keluarga), dan GEKS (Gerakanndtko Keluarga

Sejahtera).

Selain itu dicanangkan pula Gerakan Bangga Suka esg bermakna sebagai
Gerakan Pembangunan Keluarga Modern dalam suasakatgan di daerah

pedesaan, pengenalan masyarakat pedesaan tertedudidyplan modern tersebut
lebih diperdalam dengan diluncurkannya TAKESRA ({adan Keluarga

Sejahtera) dan KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejal) pada tanggal 2
Oktober 1995.

Fokus kegiatan diarahkan pada pelayanan keluargadsna dan pembangunan
keluarga sejahtera, yang dilaksanakan oleh perafrimtasyarakat dan keluarga
untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapatksahakan fungsinya secara

optimal.

Periode Pasca Reformasi

Dari butir-butir arahan GBHN tahun 1999 dan perugdandangan yang telah
ada, Program Keluarga Berencana Nasional merugsasah satu program untuk
meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber dayausia, kesehatan dan
kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanal&alumpengaturan kelahiran,
pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketakehearga dan kesejahteraan
keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lel@hjut dalam Program
Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditamaplengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2000.

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensiggrodan kelembagaan keluarga
berencana nasional di daerah mengalami masa-mdsa Kesuai dengan
Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian dintetjadi Keppres Nomor
09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,edamgan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NgailEmen menyatakan
bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berend@eahkan kepada
pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnyertger 2003. Hal ini
sejalan dengan esensi Undang-undang Nomor 22 T8 (sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2@&ngan demikian tahun
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2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencanaoridhsdalam era
desentralisasi.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkegabaKependudukan
dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkantpadgal 29 Oktober 2009,
berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan,dasi,misi BKKBN. Undang-
undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembBg&dN yang semula
adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasianehjadi Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BiKKBN adalah
“Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “medkan pembangunan
yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan kelukegil bahagia
sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi terseBHKBN mempunyai tugas dan
fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk pEmyelenggaraan
keluarga berencana sebagaimana diamanatkan daksah 38aUndang-Undang
Nomor 52 Tahun 2009. Dalam rangka pengendalian yskrd dan
penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, iptahedaerah membentuk
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daeraly galanjutnya
disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupatem@andkota yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubunf@argsional dengan
BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor&aun 2009).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan addPgeaturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atepukisan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, stun{ewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penteritea Kementerian;
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tent@nganisasi dan Tata
Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluargeeriana Nasional
Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER2B321 tentang
Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatik@®pendudukan dan
Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan péampenyesuaian terhadap
Renstra BKKBN tentang Pembangunan KependudukaiKdlrarga Berencana
Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian urtbeberapa kegiatan

prioritas dan indikator kinerjanya.
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Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami bglzep@rgantian:

- Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, KepakBBKdirangkap oleh
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dgkdtd€hofifah Indar
Parawansa

- Setelah itu digantikan oleRrof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada tahun
2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibaggdenkanker dan yang
kemudian terjadi kekosongan;

- Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkegpai&men
Kesehatardr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN
oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai belismasuki masa
pensiun pada tahun 2006;

- Setelah itu digantikan olebr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik sebagai
Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006;

- Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor &Ruh 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan KelGajgatera, di
mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi bada@pendudukan,
bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggaleptegber 2011 Kepala
BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala
BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencarsaddal);

- Pada tanggal 13 Juni 2013, Presiden Susilo Bambdndhoyono
menetapkan Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, Sp.Gk smb&gpala Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

1.2.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang

BKKBN merupakan LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Keaergan) yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pmesiggalui Menteri

Kesehatan RI. Berdasarkan Peraturan Presiden RbN8riahun 2013 tentang
Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden NomorTHI®@In 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Qegardan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BKKBN memputugas:
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1.2.3

“Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengend&an penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana”

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidangepeéalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana, sesuai paBargees Rl Nomor 3 Tahun

2013, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

a.

Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendatianduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana;

. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteriaidéing pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pelagjan penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana;

. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasiddng pengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bicamggepdalian penduduk

dan penyelenggaraan keluarga berencana;
Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidamgpadalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaldach Pasal 44, BKKBN

juga menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyelenggaraan pelatihan, penelitan dan pengegabandi bidang

pengendalian penduduk dan penyelenggaraan kelbargacana;

. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas adrasiisumum di

lingkungan BKKBN;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang mietgaggung jawab
BKKBN;

. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungaiBRKé#an

. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan dindigsengendalian

penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari iateratau eksternal

Kementerian/Lembaga, baik kelembagaan, kelompokporaundividu yang
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terkait dan berpengaruh terhadap keberhasilanka@gagalan program, termasuk
penerima manfaat atas hasil-hasil program keperd@uniikeluarga berencana
dan pembangunan keluarga. Pemangku kepentingan BKi€¢Bagi ke dalam
dua kelompok besar, yaitu Btakeholderyang terdiri dari jajaran pemerintah,
pemerintah daerah, DPR dan DPRD; 2) Mitra kerjditiedari berbagai unsur di
luar pemerintahan baik kelembagaan, kelompok mauperorangan, yaitu
organisasi profesi, keagamaan, pendidikan, Lemisasgadaya dan Organisasi
Masyarakat (LSOM), tokoh agama, tokoh masyarak&ph adat, swasta, dan

sebagainya.

Peran dan fungsi pemangku kepentingan tersebutatasigategis dalam
mendukung BKKBN guna mewujudkan visinya untuk “naehjlembaga yang
handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk dbnggimbang dan
keluarga berkualitas”, dengan misi 1) mengarusutamapembangunan
berwawasan kependudukan; 2) menyelenggarakan galubeerencana dan
kesehatan reproduksi; 3) memfasilitasi pembangkednarga; 4) membangun
dan menerapkan budaya kerja organisasi secara skemsi dan 5)
mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengeldapandudukan, keluarga

berencana dan pembangunan keluarga.

Dengan demikian, dukungan dan komitmen dari stdldehanaupun partisipasi
dari mitra kerja sangat penting bagi BKKBN untukmieerikan pelayanan yang

optimal kepada masyarakat khususnya keluarga faiatsea.
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Gambar 1.3
Pemangku Kepentingan BKKBN

Mitra Eerja:
= NGO
Lembaga Profesi
TOGA (Tokoh Agama),
TOMA (Tokoh Masyarakat),
TODA (Tokoh Adat)
Swasta
LSOM

Masyarakat/
Keluarga Pra
Sejahtera

Stakeholder:

= Pemenntah
Pemenntah Daerah
DPR

DPED

1.2.4 Kedudukan dan Peran

Dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 20Ehagaimana telah
diubah oleh Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273 Tala®@i4, disebutkan
bahwa BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kememteyang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden milaihteri yang bertanggung
jawab di bidang kesehatan. BKKBN mempunyai tugadaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dapefenggaraan keluarga
berencana.

1.2.5 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 273/PBRIBL4 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 72/B&®R011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dadoakKm Berencana
Nasional sebagai tindak lanjut Peraturan PresidgP&pres) Nomor 62 Tahun
2010, maka struktur organisasi BKKBN adalah sebbgakut:
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Gambar 1.4
Struktur Organisasi BKKBN
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Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon itaessguan kerja dibawahnya yaitu:

»Tugas: Mengkeordinasikan perencanaan, pengendaian ierhadap program dm seria sumber daya di ingkungan BKKEN.
+3afuan Kerja yang dibawahi: Biro Perencanaan; Biro Kepegawaian, Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Miik Negara; Biro Hukum,
Organisasi dan Hubungan Masyarakal

+Tugas: Melakukan pengawasan intern di ingkungan BKKEN.
»Satuan Kerja yang dibawahi: Inspekiorat Wiayah [; Inspekiorat Wilayah I, Inspekiorat Wilayah Ill.

+Tugas; Merumuskan dan melaksanakan kebijakan feknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
*Gatuan Kerja yang dibawahi: Direkiorat Bina Keseriaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah; Direkiorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana
Jalur Swasta; Direkiorat Bina Kesenaan Keluarga Berencana Jalur Wiayah dan Sasaran Khusus; Direkioral Kesehatan Reproduksi.

+Tugas: merumuskan dan melaksanakan kebjakan tekres di bidang keluarga sejahiera dan pemberdayaan keluarga.
+3aluan Kerja yang dibawahi: Direkiorat Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak; Direkiorat Bina Ketshanan Remaja; Direkiorat Bina Ketzhanan
Keluarga Lansia dan Renian; Direkiorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

l +Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebjakan teknis di bidang pengendalian penduduk.
+Safusn Kena yang dibawshi Direkiorat Pemadusn Kebsakan Pengendafian Penduduk; Direkiorat Perencanaan Pengendafian Penduduk;
Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Direkiorat Analisis Dampak Kependudukan.

+Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebyakan ®knis di bidang advokasi dan penggerakan seria komunikasi informasi dan edukasi
pengendaian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, seria keluarga sejahiera dan pemberdayaan keluarga

=G3auan Kerja yang dibawahi: Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Direktorat Bina Hubungan Anfariembaga; Direkforat
Bina Lini Lapangan; Direkioral Pelaporan dan Stagsfk; Direkiorat Teknologi Informasi-dan Dokumeniasi,

+Tugas: Merumuzkan dan melaksanakan kebjakan wknis i bidang pelatihan, penglisan dan pengembangan pengend aian penduduk, keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga seiahiera dan pemberdayaan keluarga.

*5aiuan Kerja yang dibawahi Pusat Pendidikan dan Pelashan Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pusat Pelatihan dan Kerja Sama
Inernagional Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pusat Peneftian dan Pengembangan Kependudukan, Pusat Penelifan dan

Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahizra.

1.3 Sumber Daya

BKKBN telah melakukan pengelolaan Sumber Daya Mansiscara profesional
dimana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analjglgtan, rekruitmen,
manajemen Kkarir saling terintegrasi. Proses rakent dilaksanakan secara
terbuka, transparan dan akuntabel serta berbasipdtensi. Penataan SDM
Aparatur di BKKBN telah sesuai ketentuan-ketentudedam pelaksanaan
reformasi birokrasi dan telah mengacu kepada amamaang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehinggikpanaannya lebih
transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.
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Pada tahun 2014, pengelolaan SDM yang dilaksanakbagai upaya untuk

mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKKdldlah sebagai berikut:

1. Kebijakan penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeriil)Sifelah
dilaksanakan secara online;

2. Proses seleksi CPNS dilakukan melalui serangkaankbmpetensi yaitu
TKD (Tes Kompetensi Dasar) dan TKB (Tes KompeteBsiang).
Pelaksanaan TKD dilakukan dengan sistem CAT (CoemnpAssisted Test)
yang bekerja sama dengan BKN (Badan Kepegawaiaonmdsdan 7 Kantor
Regional BKN Provinsi sedangkan pelaksanaan TK&kdkan bekerja sama
dengan pihak ketiga;

3. Proses pengisian jabatan struktural untuk Pimpifarggi Madya dan
Pratama telah dilaksanakan melalui seleksi teripojgen bidding);

4. Penyesuaian nilai dasar BKKBN dari semula CUK (@srdUlet dan
Kemitraan) berubah menjadi CETAK TEGAS (Cerdas,gba, Kerjasama,
Integritas dan Ikhlas);

5. Penetapan “Meaning BKKBN” sebagai penguat komitnpama pegawai
BKKBN vyaitu “Kami Bangga Menjadi Pelopor dan Pengde dalam
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah SDM yanif dkBKKBN mencapai

3.4000rang, sedangkan yang diperbantukan ke instamss&banyak 30 orang.

Berikut adalah profil demografi pegawai BKKBN:
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PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BKKBN
Jumlah . 3.400 orang
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Sumber : Biro Kepegawaian, BKKBN Pusat

1.4 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Lakip BKKBN Tahun 2014 ddala

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkegaban

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentaragp&eln Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Rl Nomor 3 Tahun 2013 tentardudigan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatga Kezmbaga

Pemerintah Non Kementerian;

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang &eaalKedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentangy @gjanisasi dan

Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
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1.5.

10.

11.

12.

Peraturan Presiden Rl Nomor 39 Tahun 2013 tentaegcéha Kerja
Pemerintah Tahun 2014,

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tent&stgn® Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatuarbletan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Te&KRenyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviws diaporan Kinerja;

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 tent@nganisasi dan

Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berendasional;

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92 Tahun 2011 tentaakai Pendidikan

dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga berencana;

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 133/PER/B1/2011 tegtadendum
Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2010-2014;

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 85/PER/B1/2014 tentakdendum
Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2010-2014 Untw@miBangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tegf@arubahan Atas
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tent@mganisasi dan
Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berandasional.

Harapan dan Tantangan BKKBN

Peluang BKKBN untuk semakin maju dan berkembangrdahewujudkan visi,

misi dan tujuan organisasi menjadi semakin terbukal. itu ditunjang oleh

dukungan regulasi dan meningkatnya komitmen Presigieng tertuang dalam

Nawa Cita, terutama terkait Pembangunan Sumber Ddgausia. Dengan

diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Q0it4rtg Pemerintahan

Daerah ditetapkan bahwa urusan pengendalian pekdaaiKeluarga Berencana

merupakan urusan wajib dan merupakan urusan beisatauia pemerintah pusat

dan daerah atau urusan konkuren. Sebagaimangpéidetpada pasal 12 ayat 2

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa urusaefit@ahan Wajib terdiri
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atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengagaRala Dasar dan Urusan
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan PelayBragar. Penyelenggaraan
urusan Bidang pengendalian penduduk dan KB termbalsukan Pemerintahan

Wajib namun yang tidak berkaitan dengan PelayaresaD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 ngnRemerintahan
Daerah, dalam lampiran huruf N, tentang pembagiasam pemerintahan pusat,
provinsi dan kabupaten dan kota, urusan pengeloRIiakB/PKB menjadi

kewenangan pusat. Kewenangan ini dimaknai sebagmaimutama untuk

penggerakan lini lapangan dan penataan kembatjaghbKB/PKB, yang selama
ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daesalain kejelasan dalam
penanganan PLKB/PKB, urusan sertifikasi PLKB/PKBnslarisasi pelayanan
KB dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi, d&amiran Undang-undang

tersebut menjadi kewenangan Pusat.

Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan unpsagendalian penduduk
dan Keluarga Berencana merupakan langkah konktitkumengatasi rentang
kendali manajemen pelayanan program KB antara petalerdengan pemerintah
daerah khususnya di Kabupaten dan Kota. Hal inutgm@ dapat berjalan dengan
baik apabila didukung dengan peningkatan kualitegyanan pengendalian
penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikengan adanya
keberpihakan ketersediaan infrastruktur, instrumegulasi yang mendukung
penyelenggaraan program, penempatan personil Téteagailuh dan Pelayanan
KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Adahijakan Umum

Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Mendbgatah) dan

Renstrada (Rencana Strategis Daerah) yang tergasabsan RKA SKPD-KB

(Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkatabaéeluarga Berencana).
Jika seluruh hal tersebut dapat disinkronkan setaranonis, maka dapat

dipastikan bahwa penyelenggaraan program akan seiveik.

Berbagai upaya sekaligus tantangan yang harusaph8kKKBN adalah:

1. Angka kematian ibu, bayi dan anak dalam sepululmtérakhir menurun lambat,

bahkan cenderung menetap, terutama setelah dikkeamya desentralisasi

m Laporan Akuntabilitas Kinerja BKKBN Tahun 2014



program KKB, awal tahun 2002-2003. Tingkat feradittotal dan penggunaan
kontrasepsi masing-masing cenderung tertahan payka 2,6.

2. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan datiage keluarga, yaitu sekitar
2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angkaitegldbtal sebesar 2,6 (SDKI
2012), angka ini tidak mengalami penurunan damnak002 (TFR 2,6; SDKI
2002-2003). TFR dari hasil SPI (Survei Penduduloh@sia) 1987 sampai SDKI
(Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 200&208ngalami penurunan
yang cukup signifikan. Hasil SPI 1987 menunjukarRTa&dalah 4.1 anak per
wanita usia subur menjadi 2,6 anak per wanita gabur SDKI 2002/2003.
Namun semenjak SDKI 2002/2003 sampai SDKI 2012 ITBeatility Rate
stagnan pada angka 2.6 anak per wanita (BPS).

Gambar 1.5
Sandingan Tren Total Fertility Rate dan
Rata- Rata Jumlah Anak Ideal Tahun 1987- 2012

ey T =R P ata-rata jumlah anak ideal

a1
i 29 2,9 2.9 28
2,65

v —— ——
30 w'

3.2 2,9 28
’ 26 26 26

1987 1991 1994 1997 0203 2007 2012

Sumber : SPI 1987 dan SDKI 12912

3. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia (SPI) 1980-20PP (Laju
Pertumbuhan Penduduk) juga mengalami penurunansygniikan namun LPP
mengalami peningkatan dari 1,45 pada sensus pekdaioun 2000 menjadi 1,49
pada sensus penduduk tahun 2010.
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Gambar 1.6
Jumlah Penduduk Indonesia 1961 — 2010
dan Laju Pertumbuhan Penduduk
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4. Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak rgkatnsecara signifikan,
yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002diegbesar 57,4 persen pada
tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat mengiosar 57,9 persen.
Sementara itu, kebutuhan ber-KB yang tidak terpefwimet need) masih tinggi,
yaitu sebesar 8,5% berdasarkan SDKI 2012.

Gambar 1.7 Gambar 1.8
Angka Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (%) Unmet Nkee

i 1

CPR CARA MODERN (%)

|
Hm SDKI1994 ~ SDKI1997 SDKI2002-03 SDKI2007 ~SDKI2012 SﬁSAMNimﬂ

2015

5. Masih tingginya disparitas penggunaan kontrasepgarawilayah. Angka
pemakaian kontrasepsi pada beberapa provinsi diatwa) Nusa Tenggara,
Sulawesi, Maluku dan Papua lebih rendah dari @fa-nasional. Perbedaan
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wilayah penggunaan kontrasepsi tersebut mencermind@rbedaan akses
terhadap informasi dan layanan KB.

Berbagai permasalahan pencapaian demografi danekdbut di atas memberi
pelajaran berharga bagi BKKBN untuk meningkatkarkutigan dan komitmen

stakeholders di semua tingkatan wilayah, penguetiembagaan dan SDM program
KKB, terutama di daerah kabupaten dan kota. Beibleglangan perlu diyakinkan

kembali, bahwa program KKB merupakan program gjiatpembangunan bangsa,
yang berdampak ganda: (a) menyehatkan ibu, anhlariga dan masyarakat; dan (b)
menjamin keberlanjutan pembangunan melalui penyamgén penduduk dengan

pembangunan dan lingkungan.

Beberapa harapan dan tantangan strategis yangdigpaakan sebagai peluang untuk
memajukan program KKB ke depan adalah:

1. Kepastian regulasi berdasarkan amanat Undang-urdangr 32 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah, terutama penegasdrakdrahwa pengendalian
penduduk dan keluarga berencana menjadi urusah begi pemerintah daerah,
serta urusan pengelolaan PLKB/PKB; penyediaan kaatrasepsi; sertifikasi
PLKB/PKB dan standarisasi pelayanan KB sebagaiamysemerintah pusat;
akan meningkatkan sinergitas pemerintah pusat darepntahan daerah dalam

penanganan urusan pengendalian penduduk dan KB.

2. Pemanfaatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tpribmsa memberi
peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pp&ssi masyarakat dan
pemerintahan desa dalam menyukseskan program Kindkatan anggaran
desa oleh pemerintah melalui APBN menjadi peluantuku meningkatkan

dinamika program KKB di levadrass roof dusun, RW dan RT.

Menguatkan sistem pemerintahan pusat dan kejeldatam pembagian urusan
pengendalian penduduk dan KB akan memperbaiki nasegantarsektor dalam

pengembangan dan pelaksanaan program KKB.
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PAHAMI DAN PASTIKAN

PILIHAN CARA KB
JANGKA PANJANG (MKJP)

AKDR
Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

QD SUSUK KB
AKBK (Alat Kontrasepsi Bawah Kulit)
n
'/ KONTAP PRIA (VASEKTOMI)

KONTAP WANITA (TUBEKTOMI)

Untuk informasi lebih lanjut, datanglah ke Rumah Sakit,
Puskesmas atau Dokter dan Bidan Anda

WolKuT KB @

2 Anak Cukup
BkkbN

Direktorat Advokasi dan KIE BKKBN Tahun: 2014 www.bkkbn.go.id
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/A BAB II

BkkbN PERENCANAAN KINERJA

2.1

2.1.1

Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN Tahun 2010-2044sdn mengacu kepada
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiahain 2010-2014

dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nami#3/PER/B1/2011

tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010-2014ikurRembangunan

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Renstra BKRBNun 2010-2014

kemudian mengalami perubahan meladReraturan Kepala BKKBN Nomor:
85/PER/B1/2014 tentang Adendum Rencana StrategiBBK2010-2014 untuk

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga BerenBamstra BKKBN Tahun

2010-2014 berfungsi sebagai dokumen perencanaasgaetana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentantger®iferencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Norilah®n 2010 tentang
RPJMN Tahun 2010-2014.

Renstra BKKBN Tahun 2010 — 2014 memuat visi, mgstastujuan dan sasaran
strategis untuk melaksanakan mandat Undang-undamgoN52 Tahun 2009
dalam rangka pengendalian penduduk, keluarga kemandan pembangunan

keluarga.

Arah kebijakan
Arah kebijakan program KKB nasional periode 201040adalah sebagai
berikut:

1) Revitalisasi Program KB, yang ditekankan pada pembinaan dan peningkatan

kemandirian keluarga berencana; promosi dan peakger masyarakat;
pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendaj@mduduk;

peningkatan pemanfaatan sistem informasi manaje(®@M) berbasis
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teknologi informasi; pelatihan, penelitian, dan gembangan program KKB,;
serta peningkatan kualitas manajemen program dziatke.

2) Penyerasian kebijakan pengendalian pendudukyang ditekankan pada
penyusunan peraturan perundangan pengendalian chdgdperumusan
kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspaktikas, kualitas, dan
mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependndyéiag disepakati

semua sektor terkait.

2.1.2 Strateqgi

Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksan&k#irjakan tersebut di atas
adalah sebagai berikut:

1) Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijak@&mggndalian
penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasaendigukan
dengan menyerasikan kebijakan pengendalian pendudo&njamin
ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependuydukasosialisasikan
kebijakan dan program kependudukan serta melakakenisis dampak
kependudukan.

2) Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan rigalu@erencana
melalui pembinaan dan kemandirian ber KB.

3) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluamgalun pembinaan
keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalamenyiapkan
kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatdumarga melalui
UPPKS.

4) Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat gnamingkatkan
komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) daninglkatkan peran
serta mitra kerja.

5) Menyediakan dan menyebarluaskan data dan inforkegndudukan dan
KB yang akurat dan terpercaya.

6) Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian darg@eiangan program
Kependudukan dan KB.
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7) Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas lelgaan serta
meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangaarasefektif dan
efisien.

Gambar 2.1

Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretas Utama BKKBN dengan Pembantu Rektor Bidang
Akademik UT mengenai program beasiswa jangka panjag strata satu (S1) bagi petugas lapangan keluarga
berencana (PLKB)

2.1.3 Perencanaan Strategis BKKBN
Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatarapgurtan Kependudukan
dan Keluarga Berencana, berikut adalah Perencasimategis BKKBN Tahun
2010-2014.

a. Visi

Visi merupakan gambaran masa depan yang hendakudikemm dan bersifat
praktis, realistis untuk dicapai, memberikan tagtan serta menumbuhkan

motivasi yang kuat bagi pegawai BKKBN untuk mewljaadnya.

Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 201%isi tersebut
merupakan salah satu dari prioritas pembangunanasyaitu mewujudkan
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pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluardgaddt#as yang ditandai
dengan menurunnya angka fertilitas total (TFR) ménj2,1 dan Net
Reproductive Rate (NRR) = 1.

Namun dengan hasil SDKI tahun 2012 yang mengindi&asbahwa TFR
mengalami stagnasi pada angka 2,6 maka Pendudukbufun$eimbang
diperkirakan akan tercapai pada tahun 2025. Padhtatwun 2014, visi BKKBN
telah diselaraskan dan disesuaikan dengan koratlsnt dan terdepan dengan
situasi perubahan lingkungan strategis tersebutettapektasi publik terhadap
lembaga dan program kependudukan, keluarga ber@ngan pembangunan

keluarga sehingga visi BKKBN adalah:

“MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM
MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA
BERKUALITAS”

Visi baru ini bukan hanya bertekad mewujudkan paogrkependudukan,
keluarga berencana dan pembangunan keluarga jetgpuntuk mewujudkan
BKKBN sebagai lembaga negara yang handal dan methepekepercayaan dari

berbagai mitra kerja dan stakeholder terutama kegaan dari publik.

b. Misi

Misi BKKBN pun mengalami penyesuaian. Misi BKKBNb&tumnya adalah
“Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependadiga mewujudkan
keluarga kecil bahagia sejahtera”, dan disesuaikamadi:

1. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependgiduka
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan keselegantuksi;
Memfasilitasi pembangunan keluarga;

Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasiskonsisten;

a > W

Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelol&apendudukan,

keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
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c. Tujuan

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomofrd&@®in 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kelisarganengamanatkan
pengelolaan kependudukan sebagai satu kesatuaard&®sjuarga Berencana
dalam suatu organisasi, hal tersebut diatur ledmfut dalam Peraturan Presiden
RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujws Ateputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, s$turi{pwenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penteflta Kementerian serta
Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2013 tentangoBlean Kedelapan Atas
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 TentangQiganisasi dan Tugas
Eselon | Lembaga Pemerintah Non Kementerian, matiedapkan tujuan dan

sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TARGET

1 Terwujudnya keserasian, keselaras Indeks Pembangunan Berwawasar 0,5
dan keseimbangan kebijakan Kependudukan
kependudukan guna mendorong
terlaksananya pembangunan
nasional dan daerah yang
berwawasan kependudukan

2 Terwujudnya penduduk tumbuh Total Fertility Rate 2,36
seimbang dan pelembagaan norms
keluarga kecil bahagia sejahtera

Laju Pertumbuhan Penduduk 1,45
d. Sasaran Strategis Renstra BKKBN Tahun 2014
Berdasarkan Renstra BKKBN Tahun 2010-2014 dan lresilemuan Tiga Pihak
(Trilateral Meeting) antara BKKBN, Bappenas dan keerian Keuangan, untuk
mencapai penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk ménjagersenT otal Fertility
Rate(TFR) menjadR.36danNet Reproductive Raf®RR) = 1, maka sasaran yang
harus dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai beriku
1. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian yskrid dengan
pembangunan lainnya;
2. Meningkatnya CPR (cara modern) dari 57.9 perserK(2D12) menjadi 60.1

persen;

m Laporan Akuntabilitas Kinerja BKKBN Tahun 2014



3. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayannihet needdari 8.5 persen
(SDKI 2012) menjadi sekitar 6.5 persen dari junpalangan usia subur;

4. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan dariab@irt (SDKI 2012)
menjadi sekitar 21 tahun;

5. Menurunnya ASFR 15-19 tahun dari 48 (SDKI 2012) ja@in30 per seribu
perempuan;

6. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19.7 sgeer (SDKI 2007)
menjadi sekitar 15 persen;

7. Meningkatnya peserta KB Baru Pria dari 3.5 persenjati sekitar 5 persen;

8. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia siu8) pra-S dan KS |
anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 8@gxe menjadi 82 persen
dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen;

9. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyakatan remaja dalam
kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembakgrestalui kelompok
kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3.2 jutemadi 5.5 juta keluarga
balita dan Bina Keluarga Remaja (BKR) dari 1,5 juenjadi 2,7 juta keluarga
remaja;

10. Menurunnya disparitas CPR antar wilayah dan awsiakekonomi;

11. Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten dan Kota;

12. Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pedagn KB sesuai SOP

(informed consent) dari 20 persen menjadi sebesaessen.

Gambar 2.2
Framework Penyesuaian Sasaran Strategis Renstra BKBN Tahun 2010-2014

Tujuan Strategis Penyesuaian Sasaran Strategis \
Meningkatnya keserasian kebijakan
pengendalian penduduk dengan pembangunan
lainnya

Terwujudnya keserasian, keselarasan dan
keseimbangan kebijakan kependudukan
guna mendorong terlaksananya
pembangunan nasional dan daerah yang
berwawasan kependudukan

: . Meningkatnya CPR (cara modern) dari 57.9
Terwul.udnya penduduk tumbuh sel.mbang persen (SDKI 2012) menjadi 60.1 persen
melalui pelembagaan keluarga kecil . I
) ) Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani
bahagia sejahtera (unmet neexdari 8.5 persen (SDKI 2012)
menjadi sekitar 6.5 persen dari jumlah pasangan
usia subur
« Meningkatnya usia kawin pertama perempuan
dari 19 tahun (SDKI 2012) menjadi sekitar 21
tahun
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Tujuan Strategis esuaian Sasaran Strategis

* Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR)
15-19 tahun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 30
per seribu perempuan

e Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari
19.7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15
persen

« Meningkatnya peserta KB Baru Pria dari 3.5
persen menjadi sekitar 5 persen

* Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia
subur (PUS) pra-S dan KS | anggota kelompok
usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi
82 persen dan pembinaan keluarga menjadi
sekitar 70 persen

* Meningkatnya partisipasi keluarga yang
mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga
Balita (BKB) dari 3.2 juta menjadi 5.5 juta
keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan
Remaja (BKR) dari 1.5 juta menjadi 2.7 juta
keluarga remaja.

¢ Menurunnya disparitas CPR, antar wilayah dan
antar sosial ekonomi

* Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten dan
Kota

« Meningkatnya jumlah Klinik KB yang
memberikan pelayanan KB sesuai SOP
(informed consent) dari 20 persen menjadi
sebesar 85 persen

NILAI DASAR

CERDAS TANGGUH KERJA SAMA INTEGRITAS IKHLAS

214

Untuk mencapai misinya, BKKBN menetapkan dua tujsrategis yang
dijabarkan dalam 12 Sasaran Strategis (SS) sebaghit:

Tujuan Strategis 1

Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbanga kebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangam nasional dan

daerah yang berwawasan kependudukan.

Konsep penduduk merupakan titik sentral dalam peguozan yang
dikemukakan pada Konferensi Asia Pasifik ke-5 dnddek. Konsep tersebut
mengungkapkan bahwa penduduk diposisikan sebagdiesudaya yang paling

penting dan berharga, sehingga penduduk merupa&dalmpembangunan.

Pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu pemimng@ang berpusat

pada penduduk (people-centered development) adaéhbangunan yang
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direncanakan dengan memperhatikan kondisi dan dkaapenduduk. Dalam
rangka mempercepat pencapaian pembangunan betkatargesuai dengan
strategi pembangunan paska 2015 maka pembangunawavsesan
kependudukan harus diimplementasikan secara nygetelah era MDG’s
pelaksanaan pembangunan akan semakin kompleksarteruyang berkaitan
dengan kependudukan. Secara fundamental strategpgmgunan paska 2015
dilakukan berdasarkan prinsip penghargaan hak asasusia, persamaan dan
keberlanjutan. Dinamika kependudukan harus kendidatakkan dalam kerangka

dasar pembangunan nasional dan dijadikan acuarselefuh sektor.

Gambar 2.3
Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Pembangunan
Ekonomi

Penduduk

Pembangunan Pelestarian
Sosial Budaya Lingkungan

Untuk mencapai tujuan ini, BKKBN telah menetapkamusan sasaran strategis,
indikator kinerja sasasaran strategis dan targedrjd yang akan dicapai, dalam
kurun waktu 2011-2014 yaitu:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis 1 dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

2011 2012 2013 2014

Meningkatnya 1. Jumlah Grand desain 1 1 1 1
keserasian kebijakan pengendalian penduduk
pengendalian Jumlah Kebijakan sektor 1 1 1 1
penduduk dengan Pembangunan
pembangunan lainnya berwawasan

Kependudukan
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2.15

Tujuan utama disusunnya Grand Desain pengendatiadusluk dan Kebijakan
sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan, adalsgai arah bagi
perumusan kebijakan dan program pembangunan kegekai, pusat dan
daerah dalam kurun waktu lima tahunan. Target t&idd adalah tersusunnya 2
(dua) dokumen, yaitu grand design dan analisisjdedm sektor yang terkait
dengan kependudukan. Grand design pengendaliatiteasgrenduduk bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutaalmekkayasa kondisi
penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, ksirtkomposisi,
pertumbuhan serta persebaran penduduk, mengendgtikaumbuhan dan
persebaran penduduk sesuai dengan daya tampuraagarukung lingkungan
secara nasional melalui pengendalian angka ketglpemurunan angka kematian

dan pengarahan mobilitas.

Kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependadakialah upaya
menyelaraskan kebijakan sektor agar selaras dekgasep pembangunan
berwawasan kependudukan, dimana penduduk dijadsk®agai titik sentral
pembangunan, untuk itu kebijakan sektor dalam pegu@an hendaknya
memperhatikan apakah kebijakan tersebut merupasaputation responsive”
atau population influenciig kebijakan yang terkait dengan pembangunan
berkelanjutan, pembangunan sumberdaya manusia yaog rakyat dan

memahami kearifan lokal.

Tujuan Strategis Il

Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang melalui pelembgaan keluarga
kecil bahagia sejahtera.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan popekar dan menduduki
peringkat empat dunia selama sepuluh tahun teragdiielah China, India dan
USA (Worldbank, 2011). Hasil Sensus Penduduk TaR@h0 menunjukkan
bahwa penduduk Indonesia telah mencapai 237,§iyuia(BPS, 2011) dengan
laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,49%. Apahal@ Ipertumbuhan
penduduk tidak dikendalikan, maka penduduk Ind@nakan mencapai 320 juta
jiwa pada tahun 2030. Pertambahan jumlah pendudukeénuntut penyediaan

bahan pangan dan fasilitas kehidupan lainnya.
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Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan kepekaod seperti
pengangguran, kemiskinan, urbanisasi, transposasiber daya alam yang terus
berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjegtidakseimbangan antara
pembangunan dengan daya dukung dan daya tampugkurigan. Jumlah
penduduk yang besar juga memberikan tekanan yaag pada lingkungan.
Penduduk yang besar dapat menjadi potensi jikaupdaihannya terkendali.
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana beitasit terhadap
penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematiarangy selanjutnya
mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan perkdudu

Mewujudkan kondisi penduduk tumbuh seimbang merapdkjuan yang akan
dicapai oleh BKKBN melalui pelembagaan keluargailkbahagia sejahtera.
Penduduk tumbuh seimbang adalah suatu keadaan skgoeliduduk yang
seimbang, tidak tumbuh ataupun berkurang karenah tehencapai tahap
replacement fertility ratelimana rata-rata jumlah anak per wanita dapat mamb
jumlah penduduk selalu konstan. Hal ini ditandaigé angka tingkat fertilitas
total (TFR) sebesar 2,1 dawet Reproduction RatdNRR) sebesar 1. Dalam
jangka waktu yang panjang, penduduk tumbuh seimidapgt tercapai apabila
penduduk tersebut mengalami suatu pola kelahiran keéanatian yang tetap.
Dalam keadaan ini, struktur umur penduduk jugatiErubah (LD-FEUI, 1984).

Selanjutnya untuk mencapai tujuan kedua, yatawujudkan Penduduk
Tumbuh Seimbang melalui pelembagaan keluarga kecihahagia sejahtera
dirumuskan sasaran strategi dan indikator kinesgain strategis serta target
sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis 2 s.d 12 dan Indikator Kinerja Sgaran

Indikator Kinerja Target
Sasaran 2011 2012 2013 2014
CPR cara modern 61,2 62,5 63,8 60,1
(persen)

Sasaran Strategis

Meningkatnya
Contraceptive
Prevalence Rate (CPR)
cara modern dari
57,9% menjadi 60,1%
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Menurunnya
kebutuhan ber-KB
tidak terlayani (unmet
need) dari 8,5 persen
menjadi sekitar 6,5
persen dari jumlah
pasangan usia subur

Meningkatnya usia
kawin pertama (UKP)
perempuan dari 19
tahun menjadi 21
tahun

Menurunnya Age
Specific Fertility Rate
(ASFR) 15-19 tahun
dari 48 menjadi 30 per
seribu perempuan

Menurunnya kehamilan
tidak diinginkan dari
19,7 persen menjadi 15
persen

Meningkatnya peserta
KB baru pria dari 3,5
persen menjadi 5
persen

Meningkatnya
kesertaan ber KB
pasangan usia subur
(PUS) Pra-S dan KS |
anggota kelompok
Usaha Ekonomi
Produktif dari 80
persen menjadi 82

persen, dan Pembinaan

Ekonomi Keluarga
menjadi 70 persen

Meningkatnya
partisipasi keluarga
yang mempunyai anak
dan remaja dalam
kegiatan pengasuhan
dan pembinaan tumbuh
kembang anak melalui
kelompok kegiatan
Bina Keluarga Balita
(BKB) dari 3,2 juta

Sasaran

Persentase kebutuhan 6,8

KB tidak terlayani
(Unmetneed)

Median Usia kawin na
Pertama Perempuan

Jumlah kelahiran pada’ na
kelompok usia 15-19

tahun per 1000

perempuan

Persentase penurunan  na
kehamilan tidak
diinginkan

Persentase PB (peserta 4,0
KB baru) Pria

Persentase PUS KPS 74,7
dan KS | anggota

Kelompok UPPKS

yang menjadi peserta

KB

Persentse keluarga 67
KPS dan KS | yang

ikut dalam kelompok
UPPKS

Jumlah keluarga yang 3,0
aktif dalam BKB (juta)

Jumlah keluargayang 1,5
aktif dalam BKR (juta)

2012

6,2

na

na

na

4,3

74,9

68

3,4

1,8

2013
5,6

21 thn

36

na

4,6

75,1

69

3,9

2,1

6,5

21 thn

30

15

50

75,3

70

4,4

2,4
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

menjadi 5,5 juta
keluarga balita dan
Bina Keluarga Anak
dan Remaja (BKR) dari
1,5 juta menjadi 2,7
juta keluarga remaja

Menurunnya disparitas
CPR antar wilayah dan
antar sosial ekonomi

Terbentuknya BKKBD
di 435 Kabupaten dan
Kota

Meningkatnya jumlah
Klinik KB yang
memberikan pelayanan
KB sesuai SOP
(informed consent) dari
20 persen menjadi
sebesar 85 persen

Sasaran 2011

Persentase Provinsi na
dengan CPR > CPR
Nasional

Jumlah peserta KB
aktif/PA KPS dan KS |
(juta)

12,2

Jumlah kabupaten dan 0
kota yang telah
membentuk BKKBD

Persentase peserta KB 35%
Baru (PB) yang
mendapainformed

consent

Gambar 2.4

2012

na

12,5

100

60%

2013 2014

na 60
12,9 13,1
150 185

70% 85%

Penyelenggaraan KOREN Il sebagai bagian dari Penyusan Perencanaan Program dan Anggaran Tingkat

Pusat dan Provinsi, September 2014
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2.2
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Perjanjian Kinerja

Pengelolaan kinerja di BKKBN diawali dengan tah&pemcanaan kinerja yaitu
penetapan target kinerja yang dirumuskan berdas&kastra Tahun 2010-2014
dan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahuglusebya serta peraturan

perundangan yang berlaku.
Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan gtekgif, transparan,

akuntabel serta berorientasi hasil maka dilakukanefapan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) BKKBN. RKT merupakan penjabaran demstra sehingga
seluruh pelaksanaan BKKBN dapat lebih terarah dand terhadap pencapaian

Renstra.

Program Kependudukan dan KB

Program kependudukan dan KB terdiri dari:

a. Sub Program Pembinaan dan Peningkatan Kemandigarakya Berencana
b. Sub Program Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Paéayban Keluarga

c. Sub Program Peningkatan Advokasi, Penggerakanndamiasi

d. Sub Program Pengendalian Penduduk

Sub Program Pembinaan dan Peningkatan Kemdirian Keluarga
Berencana

Sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2010 tenth@nB<ependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional dan Peraturan KepalkBBKNomor 72 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepkh@dn dan Keluarga
Berencana Nasional, Deputi Bidang Keluarga Beremcaan Kesehatan
Reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugdsmgsi BKKBN di bidang
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yargfebedi bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.

Dalam rangka mencapai visi dan misi maka tujuanmnyang ingin dicapai
adalah meningkatkan pembinaan kesertaan dan ken@endier-KB serta
kesehatan reproduksi dengan tujuan khususnya yaitu:

a) Meningkatkan pembinaan dan kesertaan KB Jalur Retakey
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b) Meningkatkan pembinaan, kemandirian dan kesertd&dafur Swasta,
¢) Meningkatkan pembinaan kesertaan KB Jalur Wilayah$®asaran Khusus;

d) Meningkatkan promosi dan konseling Kesehatan Rejxsid

Sub Program Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pembdayaan Keluarga
Berdasarkan Undang-undang Nomor 52
Tahun 2009, pasal 48 ayat (1), tentang
Perkembangan Kependudukan dan
}  Pembangunan Keluarga, dimana
.‘ Pembangunan Keluarga diarahkan melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga dalam wupaya mewujudkan
' keluarga kecil bahagia sejahtera.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana aebagjas dan fungsi
BKKBN di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaduarga yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKk&MN) meliputi upaya
pemberian akses informasi, konseling, pembinaanbibigan dan pemberian
pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga bet&satian ketahanan
keluarga dengan tujuan yang ditetapkan adalah:

a) Mewujudkan ketahanan keluarga yang sehat jasmanmiralaani, cerdas,

berakhlak, berkarakter dan harmonis;
b) Mewujudkan kesejahteraan keluarga yang kreatif;atig maju, mandiri dan

memiliki etos kerja yang tinggi.

Sub Program Peningkatan Advokasi, Penggerakan damformasi

Kedeputian ini dipimpin oleh Deputi bidang Advokas$tenggerakan, dan
Informasi. Dalam deputi ini terdiri dari 4 (empadjrektorat yang terkait
Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasinhd@iHubungan

Antarlembaga, Bina Lini Lapangan, dalaporan dan Statistik.

Tujuan dari Deputi bidang Advokasi, Penggerakam diaformasi adalah

memberikan konstribusi yang maksimal dalam upayaduieung pencapaian

m Laporan Akuntabilitas Kinerja BKKBN Tahun 2014



seluruh keluarga ikut KB melalpenyelenggaraan advokasi dan KIE, penggerakan
masyarakat, serta penyediaan data dan informagigsnokependudukan dan KB

nasional yang berkualitas berbasis teknologi in&sim

2.2.1.4 Sub Program Pengendalian Penduduk

Kedeputian ini dipimpin oleh Deputi Bidang PengdiataPenduduk dan terdiri

dari 4 (empat) direktorat yang terkait pemaduanijikbn perencanaan

pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kepleikdn, serta analisis

dampak kependudukan. Sedangkan kebijakannya adalah:

1) Peningkatan koordinasi, kemitraan dan fasilitasupmisan grand design
dan kebijakan sektor Pembangunan Berwawasan Kegekalu.

2) Merumuskan parameter kependudukan dan proyeksiugekdmelalui
kompilasi data kependudukan, assesmen dan exercise.

3) Penyusunan kebijakan dan strategi program pendidéependudukan
melalui jalur formal, nonformal dan informal.

4) Menyediakan kajian dan analisis dampak kependudykag dimanfaatkan
stakeholder dan mitra kerja.

2.2.2 Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKB
Sasaran Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian Plamgembangan sesuai
Renstra tahun 2010-2014 adalah meningkatnya ksighédaksanaan pelatihan
SDM aparatur serta penelitian Program KependuddkanKeluarga Berencana.
Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka kebijakaadgtah:
a) Mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten diwsefmi dan unit;
b) Meningkatkan kerjasama bidang pelatihan dan peelitengan mitra;
c) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembandg&B;K

d) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pebgagan KKB.

2.2.3 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis LainnydBKKBN
Kebijakan yang tertera dalam Program Dukungan Mamepn adalah:
a) Pemaduan kebijakan program KKB difokuskan pada agayg mendukung
pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian stpetiaranan minimal
serta indikator pokok keberhasilan program KKB,;
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b) Menyelenggarakan pengelolaan data pegawai dengaianfi@atkan teknologi
informasi, penyelenggaraan sistem manajemen kinéga penyelesaian
administrasi kepegawaian tepat waktu;

c) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan BMN yaepat,ctepat dan
akurat;

d) Terwujudnya reformasi birokrasi dan citra positKi8BN;

e) Penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanaameran dan administrasi

umum dalam rangka mendukung Program KKB Nasional.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Apratur BKKBN
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahu® 2&itang Perubahan
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahud 26&@tang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi déa Kerja Lembaga
Pemerintah Non Kementerian dan Peraturan Kepala BYXKNomor
273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturpal&@KKBN Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata KergaBd&ependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional bahwa Inspektorat Utashaéah unsur pengawas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepagal¥ BKKBN yang
mempunyai tugas melakukan pengawasan intern didimgan BKKBN. Dalam
upaya untuk mencapai sasaran “ meningkatnya akilitdalpengelolaan bidang
program, ketenagaan dan administrasi umum sertangem dan perbekalan”,
maka kebijakan yang dilakukan pada tahun 2014 hdadatimalisasi
penyelenggaraan pengawasan intern BKKBN yang diarakepada kelancaran,
ketertiban, efisiensi dan efektivitas dalam pengealo Program KKB dengan
hasil yang berkualitas dan akuntabel melalui:
a. Meningkatkan kualitas pengawasan intern melalui gé&ksaan yang
profesional dan sesuai standar audit;
b. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan yang diandg@ada kelancaran,
ketertiban dan efisiensi dalam pengelolaan progk#&B dengan hasil yang

berkualitas dan akuntabel.
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2.3 Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja

Target yang sudah ditetapkan kemudian ditetapkatalen dokumen perjanjian
kinerja yang disebut penetapan kinerja. Penetamaerj& merupakan bentuk
komitmen pimpinan di tingkat Badan, Eselon | dael&s Il. Penetapan kinerja
ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala BKKBN vpaigli Badan), serta
Eselon | dan Eselon II. Berikut adalah : (1) perswadganan Kontrak Kinerja
Pusat dan Provinsi Tahun 2014; serta (2) Indik&tioerja Utama dan target
BKKBN Tahun 2014 yang tertuang dalam Penetapanrf@rieahun 2014.

Gambar 2.5
Penandatanganan KKP (Kontrak Kinerja Pusat dan Provnsi) Tahun 2014
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Gambar 2.6

Penetapan Kinerja BKKBN Tahun 2014

Formulir Penetapan Kinerja (PK)

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

memberikan pelayanan KB sesuai SOP
(informed consent) dari 20 persen

menjadi sebesar 85 persen

informed consent

INSTANS! : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN
S01F PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN DIPA
a | Meningkatnya keserasian kebijakan 1 ||umlah Grand Design Pengendalian 1
pengendalian penduduk dengan Penduduk BKKBN
2,888,448,074,000
pembangunan lainnya 7 |Jumiah Kebljakan sektor 1
pembangunan berwawasan Sebagailembaga Pemerintah Non Kementerian
kependudukan
b |Meningkataya CPR (cara modern) dari | 3 [CPR cara modern (persen) 60.1 BKKBN mempunyai 1 (satu) Program Teknis dan 3 (tiga) Program Generik.
57.9 persen (SDKI 2012) menjadi 60.1 syl se) Propra (tiga) Prog
persen
¢ {Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak 4 |Persentase kebutuhan KB tidak 65 A PROGRAM TEKNIS:
terlayani (unmet need) dari 8,5 persen terlayani (unmetneed)
(SDKI 2012) menjadi sekitar 6,5 persen
d gk usia kawin pertama 5 |Median Usia kawin Pertama 21 whun 2,700,934,696,000
(UKP) perempuan dari 19 tahun Perempuan 1 PROGRAM KEPENDUDUKAN DANKB:
menjadi 21 tahun
€ |Menurunnya Age Specific Fertility Rate | & |Jumlah kelahiran pada kelompok 30 1 Pengendalian Penduduk
(ASFR) 15-19 tahun dari 48 menjad| 30 usia 15-19 tahun per 1000 23,077,967,000
er seribu perempuan perempuan
f |Menurunnya tidak diingi 7 |F penurunan 15 2 Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana 534,529,657,000
dari 19,7 persen menjadi 15 persen tidak diinginkan
g |Meningkatnya peserta KB baru pria dari| 8 |Persentase PB (peserta KB baru) 50 3 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 26,705,154,000
3,5 persen menjadi 5 persen Pria
h |Mening} kesertaan ber KB 9 |F PUS KPS dan KS 1 753 4 Peningkatan Advokas}, Penggerakan dan Informasi 238,761,151,000
pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS anggota Kelompok UPPKS yang
[ anggota kelompok Usaha Ekonomi menajdi peserta KB
Produktif dari 80 persen menjadi 82 10 |Persentase keluarga KPS dan KS | 70 5 Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi 1,877,860,767,000.00
persen, dan Pembinaan Ekonomi yang lkut dalam kelompok UPPKS
Keluarga menjadi 70 persen
i [Meningkatnya partisipasi keluarga yang | 11 |Jumlah keluarga yang aktif dalam 44
mempunyai anak dan remaja dalam BKB (juta)
keglatan pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak melalui
{kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita - B PROGRAM GENERIK MELIPUTI:
(BKB) dari 3,2 juta menjadi 55 juta 12 |Jumlah keluarga yang aktif dalam 24
keluarga balita dan Bina Keluarga Anak BKR (juta)
dan Remaja (EKR) dari 1,5 juta menjadi 11 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN 139,610,078,000
2.7 juta keluarga remaja
j |Menurunnya disparitas CPR antar 13 |Persentase Provinsi dengan CPR > 60.0 11 PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN 41,416,300,000
wilayah dan antar sosial ekonomi CPR Nasional pISSSE
1 }“"”a" peserta KB AKHFKPS dan K5 131 1V PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN 6,487,000,000
k [Ter BKKBD di 435 kat 15 |Jumlahk dan kota yang 185
| |dan Kota telah membentuk BKKBD
I { Meningkatnya jumlah Klinik KB yang 16 |Persentase PB yang mendapat 850

Jakarta, Maret2014
Kepala Badan Kependudul an Keluarga Berencana Nasional,

P;Prm’. dr. Fasif Jalal, Ph.D. Sp.GK

2.4

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategi

Untuk mengetahui keberhasilan program dan kegia¢dah dikembangkan

berbagai sistem monitoring dan evaluasi sepertinyalakegiatan

rapat

pengendalian program yang dilaksanakan setiap bulaiuk mengetahui

perkembangan pencapaian program baik di BKKBN Pomatpun Perwakilan

BKKBN Provinsi. Untuk mengetahui perkembangan paogrselama 6 bulan

dilakukan kegiatan Review Nasional yang dilaksangada semester | setiap

tahunnya sedangkan Rapat Kerja Nasional dilaksanakduk mengetahui

pencapaian program yang dilakukan setiap tahur8sfain itu untuk mengetahui

perkembangan pencapaian kegiatan tiap kedeputendi&kembangkan kegiatan
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monitoring melalui kegiatan Radep (Rapat di lingham masing-masing
Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Keseh@&produksi; Bidang
Pengendalian Penduduk; Bidang Keluarga Sejahtera Bamberdayaan
Keluarga; Bidang Advokasi, Penggerakan dan InformB&lang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan), Rasestama (Rapatgumgan Sekretariat
Utama), Ratama (Rapat di lingkungan Inspektoratmajayang dilaksanakan

setiap bulan.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun &6@8ng Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana igmba dan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 243/PMK.02/2011 texgtedPengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja darggaran

Kementerian/Lembaga mengamanatkan kepada Pimpiearehterian/Lembaga
untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KIRE#&KL. Berdasarkan

PP Nomor 39 Tahun 2009 dan PMK Nomor 243/PMK.0212@&ara penanggung
jawab program diwajibkan melakukan evaluasi atasggam yang menjadi
tanggung jawabnya. Secara paralel, e-Monev yangntilangkan saat ini telah
memuat informasi kinerja yang dibutuhkan sebagasukan dalam rangka
penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasia Kierformance-Based-
Planning and Budgeting), serta lebih lanjut untulengetahui kontribusi

kegiatan/program terhadap pencapaian target Rxgadxasional. Oleh karena itu,
untuk memenuhi amanat dalam PP Nomor 39 Tahun 2616 PMK Nomor:

243/PMK.02/2011, BKKBN telah melaksanakan evalymdaksanaan program
dan anggaran melalui aplikasi E-Monev Kinerja Paggaran dan E-Monev
Pemantauan RKP baik unit eselon Il tingkat pusatptavinsi yang evaluasinya

dilakukan setiap tiga bulan sekali.

2.5 Pengelolaan Kinerja dengan Pendekatan Balanced Saarard di Lingkungan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan géeigif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil mepdtencanaan program dan
anggaran yang berbasis kinerja maka penerapan emagaj kinerja dengan
pendekatan Balanced Scorecard telah dilaksanakak genyusunan Rencana

Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga&ara Nasional Tahun
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2010-2014. Penerapan manajemen Kkinerja dilakukarargebertahap dan
dievaluasi secara terus menerus. Strategi yangullidam dalam menerapkan
manajemen kinerja dilingkungan BKKBN adalah sebbgaikut:

* Melakukan sosialisasi tentang manajemen kinerjaBs@ untuk Eselon Il
dan Il baik Pusat maupun Provinsi dengan melibati@berapa pakar BSC;

* Melibatkan Eselon Il Pusat dan Kepala PerwakilarKBKI Provinsi dalam
penyusunan Renstra Tahun 2010-2014;

* Melakukan workshop BSC untuk Eselon Il Perencanenfonen Pusat dan
Sekretaris serta Kepala Seksi Perencanaan Perw&@HlEBN Provinsi;

* Menetapkan dan melatih petugas administrasi kompéhesat agar dapat
melakukan input realisasi pelaksanaan kinerja sabagasukan untuk
pelaksanaan evaluasi kinerja;

* Memberikan reward kepada satuan kerja Eselon latRden Provinsi yang
mencapai nilai KPI dan KKP terbaik.

Sistem manajemen kinerja dengan pendekatan BS&IIBB meliputi empat

tingkatan yaitu:

1. BKKBN-Wide, level lembaga

2. Level Eselon Il (personal scorecard Pimpinan Sakega Eselon I1)

3. Level Eselon Il (personel scorecard Pimpinan Saterja Eselon IlI)

4. Level Eselon IV (personel scorecard Pimpinan SaKeya Eselon 1V)

Berdasarkan kesepakatan, pada level Eselon | titalat Peta Strategi dan peta

strategi untuk satuan kerja Eselon Il diturunkangtaung dari Peta Strategi

Korporat (BKKBN Wide), karena sesuai dengan ketentdalam Restrukturisasi

Program dan Kegiatan yang dikeluarkan berdasarkaat SEdaran Menteri

Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan BlAsEpala Bappenas

pada tahun 2009, BKKBN hanya mempunyai satu Progfaknis dan tiga

Program Generik.
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Gambar 2.7
Struktur Pengelolaan Kinerja di BKKBN

STRUKTUR PENGELOLA KINERJA
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Satuan Kerja Eselon Il Pusat Perwkl. BKKBN Provinsi

Selain pengelolaan sistem pencatatan dan pelapta#istik rutin, pengelolaan

berbagai data basis kegiatan prioritas progransgsrpengadaan barang dan jasa,
maka pelaksanaan otomasi BSC merupakan salahasapethanfaatan teknologi
informasi di lingkungan BKKBN. Proses otomasi dililan setelah pembangunan
BSC selesai dilakukan. Upaya ini dilakukan agaratlapempermudah dalam
proses input data, monitoring dan evaluasi dalamdwleung pengelolaan kinerja
BKKBN. Untuk mengukur keberhasilan Renstra BKKBNhtia 2010-2014,
BKKBN telah menggunakan suatu sistem manajememjiigaitu QPR (Quality
Processes Report). QPR adalah aplikasi sistem eranajkinerja berbasis BSC
(Balanced Scorecard) yang bekerja secara onlinéeldnngsi untuk memonitor,
mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja BKK8iktem aplikasi BSC
yang dipakai di BKKBN adalah QPR (Quality Processesult) versi 8.0.
Software ini  menggunakan aplikasi berbasis web aengalamat:
http://bsc.bkkbn.go.igang dapat diakses dengan menggunakan jaringament

oleh pegawai BKKBN yang ditunjuk sebagai petugasiatstrasi BSC oleh
masing-masing satuan kerja/lkomponen.
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Gambar 2.8
Rencana Kerja Tahunan dalam Pengelolaan Perencana&trategis, Anggaran dan Kinerja
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Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk menilai tingkaberhasilan dari masing-
masing indikator kinerja yang telah ditetapkan beatkan ketentuan sebagai
berikut:

1. Evaluasi kinerja perwakilan BKKBN Provinsi dilakukadengan menghitung
capaian kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja Praviyeng telah disepakati
bersama antara Kepala Perwakilan BKKBN ProvinsigdenKepala BKKBN.
Hasil evaluasi kinerja tersebut dilaporkan oleHdpitik (Direktorat Pelaporan dan
Statistik) yang termuat dalam:

a. Laporan Umpan Balik Hasil

LAPORAN UMPAN BALIK

Pelaksanaan Sub Siste
Pencatatan dan Pelaporcgss 'I'lollit'rasepsi
Pelayanan Kontrasepsi da

Pengendalian  Lapanga

Desembar 2014

£l
Elbi

Desember 2014

BkkbN

Nasional dari daerah secara
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baku dan teratur di seluruh tanah air. Pengumpddda tersebut dilakukan
melalui Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Peagend.apangan
(bulanan), Pelayanan Kontrasepsi (bulanan) dan &®asal Keluarga
(Tahunan).

b. Laporan Umpan Balik Hasil

LAFORAN UMPAN BALIK LAPORAN UMPAN BALIK

Pelaksanaan Sub Siste
Pencatatan dan Pelaporz
Wilayah
Program KKBPK Nasional

Data Potensi

c. Laporan Umpan Balik Hasil
Pelaksanaan Sub Siste
Pencatatan dan Pelaporz
Data Potensi Klinik KB
Program KKBPK Nasional

2. Evaluasi kinerja satuan kerja eselon Il pusat dikak dengan mengisi pencapaian
kinerja dengan menggunakan aplikasi BSC dilakukaars langsung oleh petugas
yang ditunjuk oleh pimpinan di masing-masing kongrgsatuan kerja eselon Il di
pusat;

d. Nilai skor maximal adalah 125% dari pencapaian itigjkator;
e. Penentuan nilai setiap variabel ditunjukkan dengawarna

biru/hijau/kuning/merah, dengaangesebagai berikut:

SB = Biru => Jika nilainya lebih dari 100

B = Hijau - Jika nilainya antara 90 - 100

C=Kuning => lika nilainya antara 70 —89,99

K = Merah = Jika nilainya kurang dari 70

m Laporan Akuntabilitas Kinerja BKKBN Tahun 2014



Gambar 2.9
Screenshot Aplikasi QPR
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@ BAB III

BkkbN AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

3.2

Pada bab ini, akan dibahas mengenai langkah perbai&ag dilakukan di
tahun 2014, capaian, evaluasi, analisis kinerjtasahuntabilitas keuangan
tahun 2014.

Langkah Perbaikan Tahun 2014

BKKBN terus menerus melakukan penguatan akuntabilikinerja melalui

beberapa strategi yaitu peningkatan penerapan nSid&anajemen Kinerja,

peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja HB®K serta penerapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerjdegiatan (IKK) berbasis

Balanced Scorecard dengan tujuan agar tercapaimisi, tujuan dan sasaran-

sasaran strategis serta target-target yang tekataplkan BKKBN. Untuk itu,

langkah-langkah perbaikan selama tahun 2014, damna adalah:

a. Menetapkan Panduan Evaluasi Laporan Akuntabilitagifa di lingkungan
BKKBN;

b. Menerapkan pembobotan terhadap Indikator Kinerjgidtan (IKK) setiap
satker untuk mewujudkan pengukuran kinerja yangrentasi pada hasil;

c. Mengimplementasikan sistem aplikasi MRF berbasis dAlam rangka
penilaian budaya kerja;

d. Mengimplementasikan SOP tugas dan fungsi;

e. Mengubah strategi komunikasi dari pendekataove the linenenjadibelow
the linedengan kerangka komunikasi perubahan perilakuafbehchange

communication).

Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apadatyara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeKperjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lapkiraerja Instansi Pemerintah,
BKKBN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitagnetja pelaksanaan

program dan kegiatan dalam mencapai tujuan damasaygang telah ditetapkan.
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3.2.1

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai mengacu aedaPan Kinerja (PK) dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014. Pengukurmgapaian kinerja tahun
2014 adalah sebagai berikut :

Capaian Tujuan Strategis

Tahun 2014 merupakan tahun akhir pelaksanaan ReBBiKBN Tahun 2010-
2014. BKKBN berupaya dengan segenap kemampuan iteisDM maupun
anggaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkanpéd#&ujuan strategis beserta

dengan pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Stategis

N[@) TUJUAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
TUJUAN

1  Terwujudnya Indeks Pembangunan 0,5 0,5
keserasian, keselarasa Berwawasan
dan keseimbangan Kependudukan
kebijakan
kependudukan guna
mendorong
terlaksananya
pembangunan nasiona
dan daerah yang
berwawasan
kependudukan

2 Terwujudnya penduduk Total Fertility Rate 2,36 2,36

turlnbug seimbang dan - i, pertymbuhan 1,45 1,32
pelembagaan norma 4

keluarga kecil bahagia
sejahtera

Pencapaian Total Fertility Rate (TFR) Tahun 20B4uim dapat diperoleh karena
masih menunggu hasil Susenas Tahun 2014. Datageanal FR sebesar 2,36
diperoleh dari hasil capaian di Tahun 2013 melalemgolahan data Susenas
Tahun 2013. Begitu juga dengan realisasi laju patthan penduduk Tahun
2014 belum dapat diperoleh karena angka terselmyiahdapat diperoleh pada
publikasi SP (Sensus Penduduk) yang pelaksanaaetiga sepuluh tahun sekali
dan SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) yang geel@annya setiap lima
tahun sekali. Data Laju Pertumbuhan Penduduk digtemari hasil perhitungan
menggunakan aplikaspectrumdengan asumsi data input TFR merupakan
proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035. Pno@pectrummerupakan
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suatu policy model yang berbasis pada sistem komputer vyaitu window,
dikembangkan oleh United State Agency Internati@alelopment (USAID) —
Health Policy Initiative (HPI) agar dapat digunakan oleh para pemangku
kebijakan untuk memberikan informasi mengenai sdatapak pembangunan di

masa yang akan datang berdasarkan informasi dabgegunan masa ini.

3.2.2. Tujuan Strategis |
Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangarkebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangam nasional dan

daerah yang berwawasan kependudukan.

Ketercapaian tujuan strategis | dipengaruhi olgta@m sasaran strategis 1. Untuk

tahun 2014, capaian sasaran strategis 1 adalah.100%

3.2.2.1 Sasaran Strategis 1 — Meningkatnya keserasi kebijakan pengendalian

penduduk dengan pembangunan lainnya

SS ini dimaksudkan untuk menyerasikan kebijakepekdudukan di tingkat
nasional dan daerah. Menurut pasal 8 ayat 2 ParaRemerintah Rl Nomor 87
tahun 2014 tentan@erkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Kelubajawa pengendalian kuantitas
penduduk dilaksanakan melalui sinkronisasi kebiakapendudukan di tingkat
nasional dan daerah. Pasal 8 ayat 3 PP Nomor BinT2014 menyebutkan
bahwa sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pendemdkuantitas penduduk
adalah berhubungan dengan antara lain; penetapddrape penduduk;

penurunan laju pertumbuhan penduduk; dan perseparatuduk.

Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekampada perumusan
kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspektikas, kualitas, dan
mobilitas serta penyediaan sasaran parameter kegekah yang dapat
diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan ahsidan daerah.
Pencapaian SS 1 tahun 2014 adalah sebesar 100%.

Sasaran strategis 1 diukur melalui Indikator Kiadsfama:

* IKU 1 - Jumlah Grand Design pengendalian penduduk
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* IKU 2 — Jumlah kebijakan sektor pembangunan bersaw&ependudukan

3.2.3.1.1IKU 1 - Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk

Jumlah Grand Desain pengendalian penduduk ditetafdget satu dokumen
tercapai sebanyak 1 dokumen sehingga capaian IKlddalah 100%, yaitu
berupa Grand Design Pembangunan Kependudukan. Ad&gara rinci capaian

IKU 1 dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dapdtadippada tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian IKU 1 (Jumlah Grand Design Pegendalian Penduduk)
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target Realisasi Capaian Tahun

Tahun Tahun 2014 2013 2012 2011

2014 2014
1 1 100% 100%  100% 100%

1. Jumlah Grand Design
pengendalian penduduk

& Dalam mengimplementasikan pembangunan berwawasan
i wmomos  kependudukan, pemerintah telah mengeluarkan Paratur
Iﬂ%ﬁimmwm Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014
tentang Grand design Pembangunan Kependudukan
(GDPK). Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwsaruj

~ utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas

penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor
penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Pelaks@faBK diselenggarakan
oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara tmdioasi, terintegrasi, dan
terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan keteparaturan perundang-
undangan dengan mengikutsertakan masyarakat. Dgidand design tersebut
dilengkapi dengan Roadmap” pembangunan kependudukan dengan
memanfaatkan data Proyeksi penduduk.

Pada tingkat nasional, pemerintah dibawah koosililamenterian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2012, bersama dandadkait telah menyusun
GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) ta@uh-2035, GDPK
memuat lima pokok pembangunan kependudukan meligagngendalian

kuantitas penduduk; peningkatan kualitas pendughgnbangunan keluarga;

m Laporan Akuntabilitas Kinerja BKKBN Tahun 2014



persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk gendangunan database
kependudukan. Diharapkan, dengan adanya buku moyeénduduk ini,
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kqtatdaenyusun GDPK di

provinsi, kabupaten dan kota yang mencakup limakdérsebut di atas.

BKKBN pada tahun 2014 telah menyusun Grand Desegrgndalian Kuantitas
Penduduk dengan data yang disempurnakan menggupaggeksi penduduk

Indonesia tahun 2010-2035. Design Pengendaliantilaa®enduduk juga sudah
disusun di 33 provinsi.

Agar terdapat model grand design yang sama, malkéBBKPusat bersama lintas
terkait, Perwakilan BKKBN Provinsi, dan beberapasain dari kabupaten kota,
mengadakan pertemuan diskusi untuk merumuskan mgdahd design

kependudukan di provinsi, kabupaten dan kota. &etelraft disusun juga
dilakukan pendalaman lagi ke beberapa provinsi a@engelibatkan unsur
universitas, Pusat Studi Kependudukan, Koalisi Ikdpdukan, IPADI, Fabsedu
dan dari Bappeda daerah sehingga akhirnya dapasuwtisya Panduan Grand
Design Pembangunan Kependudukan untuk daerah.

Pada tahun 2013, BKKBN Pusat sudah menuyusun pangkrayusunan Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Kabop#an kota, dan sudah
disosialisasikan di 33 provinsi. Perwakilan BKKBN rofinsi sudah
menindaklanjuti kegiatan ini dengan melakukan itasil ke kabupaten dan kota.
Pada tahun 2014 sudah tersusun 64 Grand Designefdai;n Kuantitas
Penduduk kabupaten dan kota. Diharapkan pada @0imini 50 % kabupaten

dan kota di Indonesia sudah menyusun Grand DesigigdPdalian Kuantitas

Penduduk.
3.2.3.1.2 IKU 2 - Jumlah kebijakan sektor pembangunan berwawaan
kependudukan

Hasil capaian kinerja perumusan kebijakan sektargaagunan berwawasan
kependudukan ditetapkan target satu dokumen tdarsapanyak 1 dokumen
atau 100%, yaitu Panduan Integrasi Kebijakan Kepeukbn ke dalam

Rencana Pembangunan Daerah.
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3.2.3

3.23.1

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian IKU 2 (Jumlah kebijakan sektorpembangunan berwawasan kependudukan)
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target Realisasi Capaian Tahun
Tahun Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014
2. Jumlah kebijakan sektor 1 1 100% 100% 100%  100%

pembangunan berwawasan

kependudukan

Panduan ini sudah disosialisasikan ke Provinsiugaten dan Kota. Beberapa
provinsi telah melanjutkan fasilitasi pengintegaaskebijakan pengendalian
penduduk dengan mengintegrasikan parameter kepekainidke dalam
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaagihKabupaten
Kota yang melakukan PILKADA (Pemilihan Kepala DdgreéSaat ini sudah
terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang sudalgintegrasikan parameter
kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangkeadéd Daerah.

Tujuan Strategis 2

Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembgaan keluarga
kecil bahagia sejahtera

Ketercapaian TS 2 dipengaruhi oleh capaian Sa&drategis 2 s.d 12.

Sasaran strategis 2 — Meningkatnya Contragptve Prevalence Rate (CPR)
cara modern dari 57,9 persen menjadi 60,1 persen

Program pengendalian penduduk di Indonesia dilakidecara berkelanjutan
dengan melaksanakan program keluarga berencar@aansi penggunaan alat
dan obat kontrasepsi. Sejak pemerintah melaksangtagram keluarga

berencana pada tahun 1971, angka fertilitas dirlesia mengalami penurunan
yang sangat berarti. Keberhasilan ini salah satuigakung oleh keberhasilan
peningkatan pemakaian alat dan obat kontrasepdikator penting dalam

program Kependudukan dan Keluarga Berencana apedahlensi KB dan angka

fertilitas.

Angka prevalensi kontrasepstofitraceptive prevalence rate CPR) adalah
persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedaggumeakan alat/cara KB.
Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsev@densi kontrasepsi)

penting untuk mengukur keberhasilan program Keklu&egrencana.
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Penurunan tingkat kelahiran total dipengaruhi datah satu faktornya adalah
peningkatan pemakaian alat kontrasepsi. Rata-etaakaian kontrasepsi atau
juga dikenal dengan contraceptive prevalence @RR) dengan cara modern
dapat meningkat dari 57,9 persen (SDKI 2012) me®@d persen bila didukung
dengan adanya peningkatan jumlah peserta KB baserfa KB aktif maupun

peserta KB mandiri. Pengetahuan dan informasi meaigéependudukan dan
Keluarga Berencana yang dimiliki oleh Pasangan Balaur (PUS), Wanita Usia
Subur (WUS) dan remaja dapat mempengaruhi kesertaareka dalam

penggunaan alat kontrasepsi. Pencapaian SS 2 addilabar 100,7%.

Rumus untuk menghitung prevalensi kontrasepsi hdabagai berikut:

CPR = Jumlah PUS yang sedang berKE.00
Jumlah PUS

Sasaran strategis 3 diukur melalui IKU yaitu :

* |IKU 3 — CPR cara modern (persen)

3.231.1 IKU 3 — CPR cara modern (persen)
Contraceptive Prevalence Ra{€PR) cara modern adalah persentase
pasangan usia subur (PUS) yaitu pasangan suampbiststatus kawin),
istrinya berusia 15-49 tahun, yang sedang menggunmalat/cara KB
modern berupa sterilisasi wanita (MOW), steriligag (MOP), Pil, IUD,
Suntik, Susuk KB (Implant) dan kondom.

Pengukuran IKU CPR cara modern (persen) ini dilakuldengan
membandingkan jumlah perempuan yang berstatus kasiarl5-49 tahun
yang sedang menggunakan alat/cara KB modern dengarah

perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawhngga secara
matematis rumus untuk menghitung prevalensi kogpsisnodern adalah

sebagai berikut:
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CPR = Jumlah PUS yang sedang berkB cara mode00
Jumlah PUS

Berikut disajikan grafik perkembangan pemakaiarties®psi modern per

mix kontrasepsi serta perbandingan capaian IKU tdaan 2011 sampai
dengan tahun 2014.

Gambar 3.1
Prevalensi Alat/Cara KB

PREVALENSI ALAT/CARA KB
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Berdasarkan grafik di atas, dapat diperoleh infaeintsahwa metode
kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah isudan pil yang

merupakan Non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Rghja

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian IKU 3 (CPR cara modern)
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target Realisasi Capaian Tahun |
Tahun Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014
3. CPRcara 60.1 60.5 100,7% 101.3% 96.2% 109.2%
modern
(persen)

Untuk menghitung capaian tahun 2011, 2013 dan didishakan data MS
(Mini Survei). Mini Survei merupakan survei yangrdlela nasional.
Survei dilaksanakan setiap tahun, dimulai sejakita®003. Survei ini
merupakan salah satu alternatif untuk mendapataenpmkserta KB yang

berkualitas selain melalui statistik rutin, yang ngalami beberapa
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hambatan dalam pengumpulan data PA (Peserta KB)Altmasa era
otonomi daerabh.

Mini Survei yaitu suatu metode penelitian untuk guempulkan dan
menganalisis data kuantitatif secara sederhanahnmdan cepat. Metode
ini dikembangkan di Thailand oleh Center for Popata and Family
Health (CPFH) Columbia University. Pemantauan pgaarusia subur
melalui mini survei dirancang dapat menghasilkatimesi parameter
representatif kabupaten dan kota, provinsi daronasi

Sedangkan pada tahun 2012, Mini Survei tidak dkakudikarenakan
adanya SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indahdahun 2012.
SDKI Tahun 2012 adalah survei ketujuh yang dilakkan di Indonesia
dan merupakan bagian dari program Demographic M&altvey (DHS).
Kegiatan SDKI 2012 dibiayai oleh pemerintah Indoaesementara
Internasional-MEASURE DMS dengan dana dari USAIDnyeeliakan
bantuan teknis dalam pengolahan data dan penyudaparan SDKI
Tahun 2012. Tujuan utama dari SDKI Tahun 2012 &dalanyediakan
informasi secara rinci tentang penduduk, keluargaercana dan
kesehatan, bagi pembuat kebijakan dan pengelotagrokependudukan
dan kesehatan.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sasiliyang didapat
BKKBN untuk IKU CPR cara modern pada tahun 2014ladgersebut
adalah 60,5% telah berhasil melampaui target seli#s4% sehingga
capaian IKU adalah sebesar 100,7%. Namun, walatglah berhasil
melampaui target yang telah ditetapkan, tidak blamya perubahan pada
angka CPR, terutama MKJP ini dikaitkan dengan memya akses
terhadap pelayanan kontrasepsi. Oleh karena itlberkangsungan
kesertaan ber-KB harus tetap ditingkatkan. PenggaraKIE dan
pelayanan KB terhadap pasangan usia subur hamus ddakukan. Di
samping itu, pengintegrasian/pemaduan kegiatanasjperal terhadap
segmen penggarapan program, disesuaikan dengasddéan sumber

daya manusia, sarana dan prasarana di wilayah jgatem
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3.2.3.2 Sasaran strategis 3 — Menurunnya kebutuhaber-KB tidak terlayani
(unmet need) dari 8,5 persen menjadi sekitar 6,5 persen

Estimasi ukuran dan komposisi dari populasi wanyi@ng kebutuhan
kontrasepsinya tidak terpenuhunfnet need berguna untuk perencanaan
program keluarga berencana dan kesehatan reprofztai unmet need sangat

penting sebagai bahan perumusan kebijakan.

Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenulmniet need didefinisikan
sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingmyguwanak lagi atau ingin
menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak @egmnalat/cara kontrasepsi.
Wanita yang memerlukan KB dengan tujuan untuk “raeamjgkan” kelahiran
mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak dnkagn waktu itu, wanita
yang belum haid setelah melahirkan anak yang titiiaginkan waktu itu, dan
wanita lain yang sedang tidak hamil atau belum Ilsaiglah melahirkan dan
tidak memakai kontrasepsi tetapi ingin menunggutdhan atau lebih sebelum
kelahiran berikutnya. Wanita yang belum memutusikaakah ingin anak lagi
atau ingin anak lagi tetapi belum tahu kapan jegaasuk kelompok ini.

Wanita yang memerlukan KB untuk “membatasi” kelahimencakup wanita
hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanitagdelum haid dan yang
sudah haid setelah melahirkan anak yang diinginigang tidak diinginkan,
yang tidak memakai kontrasepsi lagi. Ukuran pelagaiKB yang tidak
terpenuhi, digunakan untuk menilai sejauh mana raragKB telah dapat

memenuhi kebutuhan pelayanan.

Secara matematis, rumus perhitungan unmet neeahesieibagai berikut:

Unmet Need 33umlah Perempuan yang kebutuhan ber-KBnya tidaletehi X 100
Jumlah PUS

Capaian SS 3 untuk tahun 2014 baru mencapai 66,2%.
Sasaran strategis 3 diukur melalui IKU:

* IKU 4 - Persentase kebutuhan KB tidak terlayani
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3.23.21 IKU 4 - Persentase kebutuhan KB tidak téaiyani

Kelompok unmet need KB merupakan segmen sasaragrapnoyang
perlu ditangani oleh program KB. Apabila progranialte berhasil
mengatasi kelompok unmet need KB antara lain dengamberian
layanan KIE dan layanan KB yang sesuai maka dikarapencapaian
kesertaan ber-KB akan meningkat dan kelompok ummaetl KB akan

menurun.

Pengukuran IKU persentase kebutuhan KB tidak taragunmet need)
dilakukan dengan cara membandingkan jumlah perempyang
kebutuhan ber-KB nya tidak terpenuhi dengan JurfBl$ (Pasangan
Usia Subur).

Gambar 3.2
Unmet need KB Indonesia

UNMET NEED KB INDONESIA 2011, 2013, 2014
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Tabel 3.5
Perbandingan Capaian IKU 4 (Persentase Kebutuhan KBidak Terlayani)
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target Realisasi Capaian Tahun
Tahun Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014
4. Persentase 6,5% 10,8% 66,2% 71,4% 62,9% 73,5%
kebutuhan
KB tidak
terlayani
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Untuk menghitung capaian tahun 2011, 2013, 2014ndigan data MS
(Mini Survei) sedangkan pada tahun 2012, digunalata SDKI (Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia). Pencapaian BKKidas IKU
persentase kebutuhan KB tidak terlayani (unmet npada tahun 2014
adalah 66,2% dari target 6,5% dengan realisasi%d(s8hingga dapat
disimpulkan bahwa target tidak tercapai. Apabilbaddingkan dengan
pencapaian pada tahun 2011 dan 2013, maka pencgzada tahun 2014
cenderung mengalanpenurunan Hal ini disebabkan karena target pada
tahun 2014 mengalami penyesuaian dikarenakan 8B4l Tahun 2012
menunjukkan bahwa target unmet need pada akhint@bastra 2010-2014

sangat sulit tercapai.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa i@apgang didapat
BKKBN untuk IKU persentase kebutuhan KB tidak tgdai pada tahun
2014 adalah 66,2%. Target yang tidak tercapai didamn antara lain

karena:

1. Masih adanya daerah tertentu yang mengalami kasuldalam
mengakses fasilitas pelayanan KB (jarak ke tempktypnan KB yang

relatif jauh);

2. Masih adanya sebagian kecil larangan terhadap pes@m (istri)
menggunakan kontrasepsi baik itu karena alasan agadat/budaya

maupun alasan etnis yang bersifat privasi;

3. Adanya tuntutan kualitas pelayanan yang lebih ba&perti
meminimalisir terjadinya efek samping pengguna kasgpsi atau
dengan perkataan lain bahwa alasan perempuan tdsiggunakan
kontrasepsi karena alasan kesehatan atau alasaseeiping cenderung

meningkat.

3.2.3.3 Sasaran strategis 4 — Meningkatnya usia kawin peama (UKP) perempuan
dari 19 tahun menjadi 21 tahun
Salah satu indikator sosial demografi yang pen#éidglah usia kawin pertama,
karena umur perkawinan pertama berkaitan denganyp@an wanita “kumpul”

pertama yang memungkinkan wanita dapat beresikgaaigmamil (SDKI 2007).
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Perkawinan di usia dini masih berlangsung di kaedanmasyarakat, umumnya
masyarakat menghendaki segera mempunyai anak rsetetdangsungkan
perkawinan dan hal ini akan berpengaruh terhadaggitiya fertilitas karena
wanita yang menikah pada usia muda mempunyai waioduksi yang lebih
panjang, yang dapat berakibat pada angka kelaj@ag lebih tinggi dibanding
wanita yang menikah pada usia lebih tua. Di Ind@npsrkawinan mempunyai
hubungan yang kuat dengan fertilitas yaitu semakiila umur kawin pertama,
maka semakin tinggi fertilitasnya sehingga penitgkausia kawin pertama
perempuan sangat berperan dalam menurunkan tirighahiran. Kenaikan
proporsi perempuan menikah merupakan faktor yangnirtin dalam

mempengaruhi angka fertilitas di Indonesia.

BKKBN sebagai lembaga pemerintahan oleh karenaagaibprogram dan
kegiatan yang terkait dengan penggarapan genesasndana (GenRe) gencar
dilakukan. Program GenRe memberikan penyadaranréaes) bagi remaja
tentang pentingnya remaja menjauhi pergaulan bebasghindari penggunaan
narkoba dan membebaskan diri dari pengaruh pemularas HIV/AIDS. Bila
remaja memiliki pengetahuan, sikap dan perilakuekatan reproduksi bagi
dirinya dan memiliki orientasi masa depan, makadthakan menjauhkan dirinya
dari pernikahan dini.

Sasaran strategis 4 diukur melalui IKU:

. IKU 5 — Median Usia Kawin Pertama

3.2.3.3.1 IKU 5 - Median Usia Kawin Pertama Perempan

Usia kawin pertama mempunyai kaitan erat dengan d&RASFR 15-19
tahun. TFR dan ASFR 15-19 tahun yang tinggi merkkgn bahwa usia

kawin pertama perempuan di Indonesia masih rendah.

Usia Kawin Pertama Perempuan (UKP) menjadi petamgna menandakan
saat dimana seseorang memasuki masa reproduk&i yamyg pertama kali
sedangkan median umur kawin pertama didefinisildragai umur dimana
50 persen wanita atau pria dalam kelompok umur rsuaelakukan

perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripalda rata-rata sebagai
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salah satu pengukuran nilai tengah, karena tida&rgenilai rata-rata, angka
median dapat diperkirakan untuk semua kohor dinsatidaknya setengah

dari wanita atau pria berstatus kawin pada saaesur

Pengukuran atas IKU ini dilakukan dengan cara miémgdp nilai yang
merupakan pertengahan dari distribusi frekuensi UKiinya, 50 persen
perempuan menikah pertama kali sebelum umur médkdh dan 50 persen
sisanya menikah pertama kali setelah umur media®.U¥edian UKP,

secara matematis, dapat juga dihitung dengan meagguo rumus:

Md = X1 +[ FOo)-F(xa) | |

FR-F(x1)
dimana:
Md : Median
X1 : batas bawah UKP untuk kelompok dimana mediaptes«|
F(xo) : 50 persen dari total observasi (n)
F(x1) : Frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median

F(x2) : Frekuensi kumulatif kelas di atas kelas median

[ : interval umur

Berikut adalah tabel pencapaian IKU Median Usia Kawertama

Perempuan:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU 5 (Median Usia Kawin Pertana Perempuan)
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

Target Realisasi Tahun

Tahun 2014 2013 2012 2011
2014

21 tahun

5. Median Usia 20 tahun 20 tahun 20,1 tahun 20 tahun

Kawin

Pertama
Perempuan

Dari tabel di atas, dari periode 2011 sampai der2fdd UKP stagnan pada
angka 20 tahun. Secara teoritis, perilaku atau tkspn perempuan untuk
menikah dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekondmisalnya tingkat
pendidikan kaum perempuan, partisipasi perempusmdangkatan kerja).
Pada titik tertentu dimana situasi sosial ekonoetitm memungkinkan bagi
kaum perempuan untuk berperan dalam pekerjaanafatidikan lebih tinggi,
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maka pada titik tersebut pula angka Usia Kawin dPest akan mengalami
stagnansi.

Berikut disajikan grafik median usia kawin pertam@enurut provinsi di Indonesia
berdasarkan hasil Survei Pemantauan Pasangan Wsia 814 (Mini Survei tahun

2014).

Gambar 3.3
Median Usia Kawin Pertama, Menurut Provinsi
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Median umur kawin pertama beragam menurut provMesiian umur kawin
pertama tertinggi yaitu 22 tahun, terdapat di RArsviSumatera Barat,
Kepulauan Riau, DI Yogyakarta. Umur kawin pertasrandah yaitu 19 tahun

di Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain situasi sosial ekonomi, berbagai faktor Is@perti faktor budaya,

pendidikan turut menyebabkan terjadinya perkawtharsia muda. Untuk itu,

akan dilakukan berbagai upaya agar terjadi peniagkasia perkawinan,

yaitu:

1. Operasional jejaring kerja PUP (Pendewasaan Usiea®&an) dengan
sektor Dinas Pendidikan yaitu dengan memberikanbp&alan tentang
PUP, KRR dan PKBR melalui jalur pendidikan sekataliai dari SD, baik
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dalam bentuk kurikulum pengajaran BP/BK, ceramahssah formal,
informal ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler;

2. Peningkatan peran aktif “konselor dan pendidik gabdalam PIK-KRR
terutama untuk membentuk “TEGAR REMAJA” yaitu remayang
menunda usia perkawinan,berperilaku sehat dan menghindari TRIAD
KRR, serta menginternalkan NKKBS sejak di bangkwokh dasar.

3. Sosialisasi PUP, KRR, dan PKBR tidak hanya melglir pendidikan
formal, tetapi juga dalam bentuk kegiatan separtkg taruna (remaja dan
pemuda), kelompok arisan, PKK dan ceramah pengdpaang tua)
melalui petugas lapangan (PLKB dan PKB).

BKKBN mengembangkan program GENRE atau Generaseri#ana dalam
penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dajanmgram Genre
dikembangkan beberapa kegiatan yaitu: 1) promosum#aan usia kawin
sehingga mengutamakan sekolah dan berkarya; 2)egman informasi
kesehatan reproduksi seluas-luasnya sehingga tidmjebak narkoba,
HIV/AIDS, dan kehamilan yang tidak diinginkan; 3)omosi merencanakan
kehidupan berkeluarga dengan sebaik-baiknya (r@ncaenikah, rencana

mempunyai anak, rencana jumlah anak).

3.2.3.4 Sasaran strategis 5 - Menurunnya Age Specific Felily Rate (ASFR) 15-19

tahun dari 48 menjadi 30 per seribu perempuan

Fertilitas (Kelahiran) merupakan salah satu kompgrertumbuhan penduduk
yang bersifat menambah jumlah penduduk. Ukuranarkdesar fertilitas dapat
dikelompokkan berdasarkan pendekatan. Pendekatgrbgaibasis ukuran yang
sifatnya ‘kerat lintang’ umumnya satu atau limautadin (yearly performance).
Age Spesific Fertility RatéASFR) merupakan ukuran fertilitas yang bersifat
‘kerat lintang'.

Age Spesific Fertility RateASFR)15-19 tahun atau angka kelahiran menurut
kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan banyaknyahiedn dari perempuan
pada kelompok umur 15-19 tahun pada suatu tahtemtarper 1.000 perempuan
pada kelompok umur 15-19 tahun dan pertengaham tgdmg sama.
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Fertilitas remaja merupakan isu penting dari segiekatan dan sosial karena

berhubungan dengan tingkat kesakitan serta kemiiadan anak. Ibu yang

berumur remaja, terutama dibawah umur 18 tahunh lbbrpeluang untuk

mengalami masalah pada bayinya atau bahkan mernig&kmatian yang

berkaitan dengan persalinan dibandingkan dengarawsamng lebih tua. Selain

itu, melahirkan pada umur muda mengurangi kesempatareka untuk

melanjutkan pendidikan atau mendapat pekerjaancdparan SS 5 sudah

mencapai 83,5%.

Sasaran strategis 5 diukur melalui IKU:

3.2.34.1

IKU 6 — Jumlah kelahiran pada kelompok usia 15-d8ub per 1000

perempuan

IKU 6— Jumlah kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun ped000

perempuan

Pengukuran IKU ini bertujuan untuk mengetahui banya kelahiran dari

perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tatientu.

Pengukuran IKU dilakukan dengan cara membandingkatah kelahiran
dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun paloan tertentu
dengan jumlah penduduk perempuan pada kelompok @wswli9 tahun

pada pertengahan tahun yang sama.

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian IKU 6 (Jumlah Kelahiran pada lelompok usia 15-19 tahun per 1000
perempuan)

Tahun 2014, 2013

Target Realisasi Capaian Tahun
Tahun Tahun
2014 2014 2014

2013

6. Jumlah kelahiran pada 83,5%  75,0%

kelompok usia 15-19 tahun
per 1000 perempuan

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwigodepde 2013 sampai
dengan 2014 capaian jumlah kelahiran pada kelomg@k 15 — 19 tahun
per 1000 perempuan, walaupun belum mencapai tyayed ditetapkan
namun telah dapat mendekati target yang ditetapkan.
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Hal ini merupakan tantangan serius bagi BKKBN, agalika melihat
kecenderungan global pada negara berkembang dinesigbASFR 15 — 19
pernah mengalami penurunan signifikan pada peri@8® sampai 2000
namun setelah periode tersebut penurunan ASFR 1&efrtakin tidak
signifikan atau bahkan mengalami kenaikan (Stedalem Utomo, 2013).
Berbagai penyebab kegagalan pencapaian targethasklagai berikut:

1. Masih adanya kebijakan pemerintah yang tidak keersisdalam
mendukung pendewasaan usia kawin seperti misalngang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengijinkan taanenikah di
usia 16 tahun. Hal ini secara langsung menghangmtaupenurunan
ASFR 15-19 tahun;

2. Besarnya pengaruh media terhadap eksploitasi pafiatan porno
aksi yang mendorong tingkat kematangan seksualadielgbih cepat.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukanapathpat kota
(Kupang, Palembang, Bandung, Pontianak) (BKKBN diaya,
2013) yang menyebutkan bahwa salah satu faktorneteyang
mendorong wanita menikah diusia 15-19 tahun addtarena
kebutuhan biologis yang sulit dikendalikan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong meran jumlah

kelahiranpada kelompok usia 15-19 tahyaitu:

1. Melakukan advokasi dengan berbagai stakeholdekunirumuskan
kebijakan;

2. Melakukan Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) rb@esis

segmentasi wilayah.

3.2.3.5 Sasaran strategis 6 — Menurunnya kehamilan tidak dainginkan dari 19,7
persen menjadi 15 persen

Salah satu dari empat pilar dalam up&afe motherhooddalah Keluarga
Berencana (KB). Program KB memiliki peranan dalaranarunkan risiko
kematian ibu melalui upaya pencegahan kehamilamymmaan usia kehamilan,

serta menjarangkan kehamilan.
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Menurunnya jumlah angka kehamilan tidak diinginkedelah suatu kondisi
pasangan yang tidak menghendaki adanya kehamiteyyyarupakan akibat dari
suatu perilaku seksual (HUS) baik secara sengajapumatidak sengaja

Pencapaian SS 6 adalah sebesar 109,0%.

Sasaran strategis 6 diukur melalui IKU:

3.2.35.1

IKU 7 — Persentase penurunan kehamilan tidak dikan
IKU 7— Persentase penurunan kehamilan @ diinginkan

Menurut kamus istilah program keluarga berencareghainilan tidak
dinginkan adalah kehamilan yang dialami oleh sepraerempuan yang
sebenarnya belum menginginkan atau sudah tidakimgngan hamil.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara surveisf@aden wanita
ditanyakan serangkaian pertanyaan untuk setiap yauads dilahirkan serta
riwayat kehamilan untuk menentukan apakah kehaneesebut diinginkan
pada saat itu, tidak diinginkan pada saat itu nadikehendaki kemudian

atau sama sekali tidak diinginkan.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian IKU 7 (Persentase penurunan kemilan tidak diinginkan)
Tahun 2014 dan 2013

IKU Target | Realisasi | Realisasi Capaian
Tahun Tahun Tahun Tahun
2014 2014 2013 2014

7. Persentase penurunan 15 11,16 13,6 109,0

kehamilan tidak diinginkan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwaaiaappersentase
penurunan kehamilan yang tidak dinginkan pada t&@id adalah 109,0%

dengan realisasi 11,6 persen dari target 15 persen.

3.2.3.6 Sasaran strategis 7 - Meningkatnya peserkB baru pria dari 3,5 persen

menjadi 5 persen

Peserta KB baru Pria adalah peserta KB baru diarypng menggunakan salah
satu cara atau alat kontrasepsi. Beberapa isegatang menjadi tantangan
dalam meningkatkan kesertaan ber KB pria adalajkainkesertaan pria dalam

pemakaian kontrasepsi masih sangat terbatas yaiytatkondom dan vasektomi
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serta budaya patriarkhi yang yang masih menganigglaywa KB adalah urusan

perempuan masih melekat kuat. Pencapaian SS ‘haxiddasar 117,8%.

Sasaran strategis 7 diukur melalui IKU:

3.236.1

IKU 8 - Persentase peserta KB baru Pria
IKU 8 - Persentase peserta KB baru Rri

Berdasarkan data statistik rutin BKKBN untuk peraap PB Pria di empat

tahun RKP (2011, 2012, 2013 dan 2014) ternyatagpznan PB Pria di setiap
tahunnya selalu melewati sasaran yang ditetapkahurm 2011, walaupun

terjadi penurunan pencapaian dari tahun sebelunmayaun dari target PB

Pria sebesar 4,0% berhasil dicapai sebesar 8,18628@5%. Sedangkan

untuk tahun 2012 dari target sebesar 4,3% hasddgtah 8,5% atau 197,7%.
Untuk tahun 2013 pencapaian PB Pria mengalami peanrmeskipun masih

melampaui sasaran yaitu sebesar 6,3% atau 137%adkaman. Untuk tahun
2014, pencapaian PB pria adalah 117,8% yaitu daaran 5% dapat tercapai
5,89%.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara membari@ingumlah peserta
KB Baru Pria yang menggunakan kondom atau vasekti@mgan total PB
(Peserta KB Baru) pada suatu tahun tertentu. Begilafik tren empat tahun

terakhir atas capaian IKU 8 yaitu Persentase ReE&tBaru Pria.

Gambar 3.4
Perkembangan Capaian IKU 8 tahun 2011-2014

Persentase Peserta KB Baru Pria

LU 3
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Tabel 3.9
Perbandingan Capaian IKU 8 (Persentase peserta KBaru Pria)
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target | Realisasi Capaian Tahun

Tahun | Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014

8. Persentase 5,0% 5,89%
peserta KB

117.8% 137.0% 197.7%  202.5%

baru Pria

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasasiliyang didapat BKKBN
untuk IKU tersebut adalah 5,89%, telah berhasilamglaui target sebesar 5%,
sehingga capaian IKU adalah sebesar 117,8%. Narmantapaian IKU
persentase peserta KB Pria terus mengalami penudaratahun 2011 sampai
dengan 2014. Penurunan yang paling signifikandegada metode Vasektomi.
Penurunan capaian peserta KB Pria Vasektomi digebableh beberapa hal
yaitu :

a) Perubahan sistem pembiayaan jaminan kesehatannabsielalui BPJS
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun B&3turan Menteri
Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 dan Peraturan Mdtésehatan Nomor
28 Tahun 2014 menyebabkan pelayanan vasektomi omenddtal ini
disebabkan karena pembiayaan pelayanan KB Bergiglak termasuk ke
dalam sistem pembiayaan BPJS kesehatan. Pelaydhderdgerak selama
ini merupakan kontributor terbesar dalam pencapaéserta KB Pria;

b) Dengan adanya BPJS Kesehatan dan Surat Edarareepa menyatakan
bahwa dana penggerakkan tidak boleh digunakan umtekbiayai jasa
pelayanan medis KB, sedangkan regulasi BPJS be&rtangsung dengan
baik di lapangan sehingga pengelola program KB mmaselakukan
penyesuaian dengan peraturan tersebut;

c) Minat kaum Pria terhadap Vasektomi sangat rendaebdbkan oleh
kurangnya pengetahuan pria terhadap metode inibdarm maksimalnya
pemberian KIE dan KIP/K tentang KB Pria kepada rassat;

d) Kurangnya dukungan tokoh agama yang masih mengpnygaektomi
sebagai suatu metode KB permanen.
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3.2.3.7 Sasaran strategis 8 - Meningkatnya kesertaan ber KBasangan usia subur
(PUS) Pra-S dan KS | anggota kelompok Usaha Ekonorroduktif dari 80
persen menjadi 82 persen, dan Pembinaan Ekonomi Kerga menjadi 70

persen

BPS (Badan Pusat Statistik) memproyeksikan perserganduduk di wilayah
perkotaan akan mencapai 68 persen pada tahun B@&juga menyebutkan
bahwa pada tahun 2010, jumlah penduduk miskintar&4,02 juta jiwa (13,3
persen) dari seluruh penduduk di Indonesia, 9.83epemerupakan penduduk

miskin perkotaan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluargegaehbnit terkecil dalam
pembangunan, banyak hal yang telah dilakukan adehepintah salah satunya
adalah dengan cara meningkatkan potensi keluarga.

BKKBN sebagai institusi pemerintah yang secara stermenerus
memperjuangkan pemberdayaan ekonomi keluarga mdrageykan program
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga SejahteRK&)P/ang melibatkan
PUS (Pasangan Usia Subur) yang belum ber-KB, Kgdudtra Sejahtera,

Keluarga Sejahtera I.
Pencapaian SS 8 adalah sebesar 92,1%.
Sasaran strategis 8 diukur melalui IKU:

* IKU 9 — Persentase PUS KPS dan KS | anggota kelenyfoPKS yang
menjadi peserta KB

* |IKU 10 - Persentase keluarga KPS dan KS | yang dialdam kelompok
UPPKS

3.2.3.7.1 IKU 9 — Persentase PUS KPS dan KS | anggota kelomh&PPKS yang
menjadi peserta KB

UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif ybaeganggotakan
sekumpulan anggota yang saling berinteraksi dadiritedari berbagai
tahapan KS, baik PUS (Pasangan Usia Subur) yarahduelr KB maupun
yang belum ber KB serta masyarakat umum dalam eamg&ningkatkan

kesejahteraan dan memantapkan kesertaan ber KB.KR$Edan KS |

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKKBN Tahun 2014



anggota kelompok UPPKS merupakan pasangan usiar $BS) dari
keluarga KPS dan KS | anggota kelompok UPPKS (Udadaingkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang menjadi péderta

Program pemberdayaan ekonomi keluarga sebagaigonotpeyond family
planning” bertujuan untuk meningkatkan kesejahteteduarga, khususnya
peserta keluarga berencana (KB) dari KPS dan KEPPKS sendiri adalah
kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakémmpulamnggota
yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbaigdiapan KS, baik PUS
(Pasangan Usia Subur) yang sudah ber KB maupunbelom ber KB serta
masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kesegalnte dan
memantapkan kesertaan ber KB.

Persentase PUS KPS dan KS | anggota kelompok URRIKE menjadi
peserta KB diukur dengan cara membandingkan JuRllE KPS dan KS |
peserta KB yang menjadi anggota kelompok UPPKS aedgmlah PUS
KPS dan KS | anggota kelompok UPPKS

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IKU 9 (Persentase PUS KPS d&S | anggota kelompok UPPKS yang menjadi
peserta KB )
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011
Capaian Tahun

IKU Target | Realisasi
Tahun Tahun
2014 2014 2014 2013 2012 2011

9. Persentase 75,3 81,8 108,6% 120,9% 120,9% 121,0%
PUS KPS dan
KS | anggota
kelompok

UPPKS yang
menjadi
peserta KB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasasilyang didapat BKKBN
untuk IKU tersebut adalah 81,8%, telah berhasilamglaui target sebesar
75,3%, sehingga capaian IKU adalah sebesar 108,6%uk memenuhi
capaian target tersebut, dilakukan upaya sebagéube

1. Meningkatkan Koordinasi dengan komponsgtiake holdedan mitra kerja

terkait dalam pengembangan media pemberdayaan mk&etuarga.
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2. Meningkatkan dan menguatkan jejaring kemitraan rdalaspek
permodalan, pelatihan, manajemen, pemasaran, daagtitoduk dan
pengenalan alat teknologi tepat guna (ATTG).

3. Melakukan evaluasi dan kerjasama dengan komponesaittedalam
memperlancar input data dan memberikan umpan kefilada provinsi
sekaligus mengingatkan untuk mempercepat proseg @ata kelompok
UPPKS yang ada.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pergedain mitra kerja
dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonamairgal

5. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pang

pemberdayaan ekonomi keluarga pada keluarga dayanakat.

Gambar 3.5
Perbandingan Capaian IKU 9 Tahun 2014, 2013, 201dan 2011

Persentase PUS KPS dan KS | anggota kelompok UPPKS
yang menjadi peserta KB
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Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kegiatarbpemayaan ekonomi
keluarga banyak menghadapi kendala. Selain kurandgoynitmen dari
pemerintah daerah, jumlah pengelola program di patam dan kota,
kecamatan, kelurahan dan desa yang dapat melakgkabhinaan langsung
juga sangat sedikit. Banyak usaha ekonomi yang tmdae kelompok
menjadi tidak aktif sehingga membubarkan diri. Kaan yang ada tersebut
secara tidak langsung mempengaruhi kesertaan bexrggota UPPKS.
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3.2.3.7.2

IKU 10 — Persentase keluarga KPS dan KS | yang ikutialam kelompok
UPPKS

UPPKS yang merupakan sekumpulan keluarga yang melakukan lkeygiat
usaha bersama dalam aktivitas ekonomi produktifagameningkatkan
tahapan keluarga sejahtera yang lebih tinggi bg@@agan dari berbagai
tahapan keluarga sejahtera mulai dari pra sejaltergai dengan sejahtera

[+.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui jumlah keluatgBS dan KS | yang
tergabung dalam kelompok UPPKS. Pengukuran IKUillakukan dengan
membandingkan jumlah keluarga KPS dan KS | yangdialam kelompok
UPPKS dengan Jumlah total seluruh anggota kelorstiRKS.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKU 10 (Persentase keluarga K® dan KS | yang ikut dalam kelompok UPPKS )
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target | Realisasi Capaian Tahun
Tahun Tahun
2014 2014 2014 2013 2012 2011

10. Persentase 70 52.9 75.6% 107.2% 109.3% 114.0%
keluarga KPS
dan KS | yang
ikut dalam

kelompok
UPPKS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa aapaing didapat BKKBN

untuk IKU tersebut adalah 52,9 persen lebih rerdtahtarget tahun 2014

yaitu 70 persen, bahkan terlihat setiap tahunnyiaataun 2011, 2012, 2013

sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunannHiikarenakan:

1. Kurangnya jumlah tenaga kader, pengelola dan PKBBIdi Lini
Lapangan.

2. Kurang meratanya pengetahuan pengelola programukiiasprogram
pemberdayaan ekonomi keluarga di lini lapangan.

Dalam upaya untuk memenuhi target, telah dilakukzaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan mitra kerja yang ada dalam pengaiol@rogram
pemberdayaan ekonomi keluarga.
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2. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan, orientasi, nggmtan kapasitas

dan magang para pengelola program pemberdayaaonrek&aluarga

Gambar 3.6
Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2011- 2014

Persentase keluarga KPS dan KS |
yang ikut dalam kelompok UPPKS

114,0 ;
109,3 1072

3.2.3.8 Sasaran strategis 9 — Meningkatnya partisgsi keluarga yang mempunyai
anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pemiman tumbuh
kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarg Balita (BKB)
dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita danBina Keluarga Anak dan
Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiitak hanya
bertanggung jawab dalam pengendalian jumlah perdddindonesia, namun
juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagsnber daya
pembangunan yang merupakan prasyarat utama dalanper@aiki derajat
kesejahteraan rakyat. Pembangunan keluarga s@ahtmupakan bagian dari
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pepuniam Keluarga.
Pada hakekatnya program ini telah dimulai sejal aregram KB dalam upaya

membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pasal 47 ayat | Undang-undang Nomor 52 Tahun 28@@ng Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtereetap&an kebijakan
bagi pemerintah dan pemerintah daerah mengenai grgguban keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan rgaluBKKBN telah
membentuk poktan tribina, yaitu BKB (Bina Keluargalita), BKR (Bina
Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia)g/andah berjalan cukup
lama.
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Disamping mengacu pada RPIJMN yang menetapkan &Pasastrategis yang
harus dicapai pada tahun 2014 diantaranya adalanifigkatnya partisipasi
keluarga yang mempunyai balita, anak dan remagnd&kgiatan pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelorBpuk Keluarga Balita
(BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga damaBKeluarga Anak dan
Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta kel@argmaja. Oleh karena
kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembakgraialui kelompok
BKB dan BKR merupakan sasaran RPJMN, BKKBN tidak |lakekan
penyesuaian pada sasaran strategis yang ditetapdamkan hanya pada target
yang ditetapkan. Target pengasuhan dan pembinambutu kembang anak
melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) menja8j5 juta keluarga
disesuaikan menjadi 4,4 juta sedangkan Bina KetuArgak dan Remaja (BKR)
menjadi 2,7 juta keluarga remaja disesuaikan mefjdduta. Hal ini dilakukan
karena diperkirakan target yang ditetapkan awah akiit tercapai. Hasil survei
RPJMN tahun 2010, 2011, 2012, 2013 kesertaan lgduantuk aktif dalam
poktan tribina (BKB, BKR, BKL) tidak mengalami pegkatan bahkan

cenderung menurun.

Untuk memantau dan memonitor seluruh kegiatan BlkB BKR pada lini
lapangan yang dilakukan di seluruh provinsi di imesia, digunakan perangkat
sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukaapsbtilan oleh Direktorat
Pelaporan dan Statistik. Kondisi lapangan menurgokknasih rendahnya
kelembagaan dan komitmen operasional provinsi @dupaten/kota terhadap
program keluarga sejahtera dan pemberdayaan kaludi@um-forum
pembinaan di lini lapangan tidak berjalan optimateka terbatasnya petugas
lapangan, pemanfaatan Poktan untuk peningkatant&aaseKB masih lemah
dan terbatasnya sarana prasarana yang mendukuiaggkegperasional di lini
lapangan. Pencapaian SS 9 adalah sebesar 63,9%.

Sasaran strategis 9 diukur melalui IKU:

* IKU 11 — Jumlah Keluarga yang aktif dalam BKB
e IKU 12 — Jumlah Keluarga yang aktif dalam BKR
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3.238.1

IKU 11 - Jumlah Keluarga yang aktif dalen BKB

Peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) pa&an pilar utama
pembangunan, karena kualitas SDM sangat menenkédwmajuan bangsa.
Kualitas SDM antara lain dicerminkan oleh derajasdhatan, tingkat
intelegensia, kematangan emosional dan spiritualg yditentukan oleh
kualitas anak sejak janin dalam kandungan sampeyateusia 6 tahun.
BKKBN melalui salah satu programnya, yaitu Progiima Keluarga Balita
(BKB) sebagai wadah kegiatan keluarga yang mempuralda bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangalzan pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang balita. Hal ini agagram pengasuhan
yang dilakukan melalui kelompok BKB dapat membamhendorong
peningkatan pengetahuan keluarga dalam mengasulk aemgan
penggerakan dan penguatan kelompok BKB.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah keluaygag aktif dalam

Bina Keluarga Balita.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian IKU 11 (Jumlah Keluarga yang &tif dalam BKB )
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

Target | Realisasi Capaian Tahun

Tahun Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014
11. Jumlah 4,4 juta 2,9 juta 65,2% 81,6% 99,5% 100,4%
Keluarga

yang aktif

dalam
BKB

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa aapaing didapat BKKBN
untuk IKU tersebut adalah 65,2% dari target sebéghjuta hanya tercapai
2,9 juta sehingga dapat disimpulkan bahwa targktktitercapai. Hal ini
disebabkan antara lain karena:

1. Pada tahun 2014, kegiatan BKB Holistik Integragfgksanaannya baru
di 12 Provinsi;

2. Anggaran untuk kegiatan BKB Holistik Integratif beberapa provinsi

mengalami efisiensi, sehingga walaupun anggaraetiat dikembalikan
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3.2.3.8.2

(Sensus Penduduk Tahun 2010). Melihat jumlah

yang sangat besar, maka remaja sebagai gen

lagi ke BKKBN tetap tidak dapat terlaksana optirkatena terkendala

waktu.

Dalam rangka memenuhi target, maka telah dilakbeabagai upaya sebagai
berikut:

1. Mengembangkan kebijakan tentang penyelenggaraan BiGHstik

Integratif dengan mengeluarkan Peraturan Kepala BKKNomor
17/PER/F1/2014 tentang Pedoman Akselerasi Penygdeagn BKB

Holistik melalui new inisiatif;

. Pada tahun 2014, pelaksanaan kegiatan BKB Hohsiilya di 12 provinsi

namun untuk tahun 2015 dilaksanakan di 33 Provinsi;

. Peningkatan sosialisasi, advokasi dan KIE tenta€i§ Bolistik Integratif

ke 33 Provinsi;

. Penguatan komitmen dengan mitra kerja terkait dethggiatan PAUD

Holistik Integratif melalui Posyandu, PAUD dan BKB;

. Peningkatan kompetensi tenaga kader BKB sampai agerigngkat

kecamatan melalui kader pintar;

. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi §lrdéa pakar dalam

pengembangan program BKB.

IKU 12 - Jumlah Keluarga yang aktif dalanBKR

penerus bangsa harus dipersiapkan menjadi manasig gehat secara
jasmani, rohani, mental dan spiritual karena kgbégduremaja merupakan
kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupama megan mereka

selanjutnya.
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Berdasarkan pasal 48 ayat 1 b Undang-undang No2ndaBun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Ketliaygégakan bahwa
pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanankdsejahteraan
keluarga salah satunya dilaksanakan melalui peatagkkualitas remaja
dengan pemberian akses informasi, pendidikan, kogséan pelayanan
tentang kehidupan berkeluarga.

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengearbanat Undang-
undang tersebut adalah dengan mengembangkan prégeafRRe (Generasi
Berencana) dalam rangka penyiapan kehidupan beargglubagi remaja.
Melalui program GenRe ini remaja diberikan pengeéahdan pemahaman
perlunya mendewasakan usia perkawinan di lihatidabagai sudut pandang
(kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi, dgekdudukan).

Program GenRe dilaksanakan melalui dua pendekasdn pendekatan
kepada remaja itu sendiri dan pendekatan kepadmrga yang memiliki
remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan mglahgembangan wadah
Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (FRKM) yang
dilaksanakan melalui pendekatalari, oleh dan untuk remaja. Selain
pendekatan langsung kepada remaja, pendekatankhlakula kepada orang
tua yang memiliki remaja, mengingat keluarga adéilagkungan terdekat
remaja serta merupakan tempat pertama dan utanaan da¢mbentukan
karakter. Pendekatan kepada keluarga yang meniikiaja dilakukan

melalui pengembangan Kelompok Bina Keluarga Refi{dR).

Pengukuran IKU ini dihitung berdasarkan jumlah kepja yang aktif dalam

Bina Keluarga Remaja.
Tabel 3.13

Perbandingan Capaian IKU 12 (Jumlah Keluarga yang &tif dalam BKR )
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

Target | Realisasi

Tahun Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014

12. Jumlah 2,4 juta
Keluarga
yang aktif

62,5% 73,4% 93,6% 31,4%

1,5 juta

dalam
BKR
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa aapaing didapat BKKBN
untuk IKU tersebut adalah 62,5% dengan realisdssa 1,5 juta dari target
sebesar 2,4 juta. Dengan demikian dapat disimpuiediwa IKU jumlah
keluarga yang aktif dalam BKR pada tahun 2014 tigakapai karena tidak

memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebala¢gara lain karena:

1. Belum meratanya pemahaman dan komitmen pemerigtafald tentang
pentingnya pelaksanaan kegiatan kelompok BKR, derat dalam
membantu keluarga untuk dapat berkomunikasi debgdq serta dapat
memahami akan tanggung jawab keluarga dalam penmgasdan
pembinaan remaja;

2. Kuantitas dan kualitas SDM Kader kelompok BKR masédndah,
sehingga belum dapat menggerakkan aktivitas kel&nidR secara
maksimal,

3. Rendahnya frekuensi pelatihan/orientasi bagi kkdiempok BKR;

4. Terbatasnya anggaran untuk melakukan promosi, |sasia dan
penggerakkan pada kelompok BKR;

5. Terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana unaridukung
pelaksanaan kegiatan kelompok BKR;

6. Adanya kebijakan efisiensi anggaran secara nasi@g®lingga ada
beberapa kegiatan yang sudah direncanakan akan emedalya ungkit

terhadap capaian yang sudah ditetapkan menjadi tid&simal.

3.2.3.9 Sasaran strategis 10 — Menurunnya disparitas CPR aar wilayah dan
antar sosial ekonomi
Disadari bahwa pencapaian program KB yang ditagelagan TFR, CPR dan
Unmet needampai saat ini masih belum merata baik antanmsg\kabupaten
dan kota, begitu pula dengan tingkat pendidikanupua antar tingkat
kesejahteraan masyarakat. Pencapaian SS 10 adbkdas 77,65%.

Sasaran strategis 10 diukur melalui IKU yaitu :

» |KU 13 - Persentase Provinsi dengan CPR > CPR Nailsio
» |KU 14 — Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS |
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3.2.3.9.1 IKU 13 - Persentase Provinsi dengan CPR > CPR Nasial

Indikator adalah persentase provinsi dengan CPRPR Glasional. CPR
Nasional pada tahun 2011 adalah 66,8 (Mini Su2@dil), sedangkan CPR
Nasional pada tahun 2012 adalah 57,9 (SDKI 201RR ®asional pada tahun
2013 adalah 64,6 (Mini Survei 2012), CPR Nasiormgptahun 2014 adalah
60,5 (Mini Survei 2014).

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian IKU 13 (Persentase Provinsi eiggan CPR > CPR Nasional )
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

Realisasi Tahun

2013 2012 2011

Realisasi

Tahun
2014
54,5%

60%

13. Persentase Provinsi dengan 50,1%  48,5% 9,1%

CPR > CPR Nasional

Gambar 3.7
Prevalensi KB Cara Modern, Menurut Provinsi

Prevalensi KB Cara Modern, Menurut Provinsi
Survei Pemantauan PUS 2014
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Pengukuran IKU dilakukan dengan cara menghitungighnprovinsi yang
memiliki CPR > CPR Nasional dibandingkan dengaal fotovinsi pada suatu
tahun. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihatveatealisasi yang didapat
BKKBN untuk IKU 13 pada tahun 2014 adalah 54,5%qybararti bahwa dari

33 Provinsi, hanya terdapat 18 provinsi dengan ieap@PR di atas CPR
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nasional. Intervensi ataupun kebijakan yang ditetapuntuk meningkatkan

pencapaian CPR pada provinsi yang CPR < CPR Ndsidakah:

a. Peningkatan permintaan pelayanan KB (demand creatio)

1.

Intensifikasi advokasi kepada pengambil kebijakam gpemangku

kepentingan untuk pemantapan komitmen (TNI, Kemarte

Kesehatan, Kementerian PDT, Kementerian Perhubgingan

KIE kepada masyarakat terutama untuk mempengaodlsbudaya

tentang nilai anak dan keinginan untuk memilikioga penundaan usia
kawin pertama bagi wanita, serta penguatan infarteasang metode

kontrasepsi.

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBsipply side)

1.

Mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat khusugaga
kantong-kantong dengan angka unmet need yang tinggi
Pemberdayaan pelayanan bergerak yang dimiliki SKBOXabupaten
dan Kota;

Pemberdayaan pelayanan KB statis (RS dan Puskenag)ma untuk
peningkatan KB pasca persalinan dan pasca kegubarkrdi Rumah
Sakit maupun di Puskesmas Rawat Inap;

Crash progranpengembangan KB Kepulauan;

5. Menjamin ketersediaan alkon di seluruh klinik KBnt@asuk untuk

peserta JAMKESMAS dan JAMPERSAL;

Peningkatan kualitas pelayanan KB salah satunyalangdemberian
informed choicedan informed consentlan peningkatan kompetensi
provider;

Pembentukanentre of excellel¥IKJP di provinsi;

Pemberdayaan provider lokal (Kabupaten dan Kotdukurdapat
memberikan pelayanan KB dan pembinaan peserta KBa se
pengayoman melalui peningkatan kompetensi dan pema@nsarana
pendukung pelayanan KB;

Ekstensifikasi jejaring dengan stakeholder dan amikerja yang
memiliki jaringan KIE dan pelayanan di daerah.
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3.2.3.9.2

c. Penguatan Sistem Pelayanan (management system)

1. Perangkat tata laksana (NSPK, Kebijakan Nasioredpman, Juklak,
Materi);

2. Sistem pencatatan dan pelaporan;

3. Sistem mekanisme penyaluran alat dan obat konsasepta sarana
penunjang pelayanan KB;

4. Pembinaan program (JKK, Tim jaga Mutu);

5. Monitoring dan evaluasi.
IKU 14 — Jumlah peserta KB aktif/PA KPS dan KS |

Keluarga sejahtera | (KS I) adalah keluarga derkgaegori 1) dapat makan 2
kali atau lebih dalam sehari; 2) memiliki beberégrabar pakaian; 3) rumah
dengan kondisi ada atap, lantai, dan dindingké)salah satu anggota keluarga
ada yang sakit maka ia dapat dibawa ke fasilitagla&tan; 5) PUS bersedia
untuk ber-KB di klinik KB; 6) semua anak-anak yabpgrumur 7-15 tahun
dapat bersekolah sedangkan Keluarga pra sejal{&8)(adalah keluarga
yang belum memenuhi satu atau lebih kategori daludtga sejahtera |
sehingga Peserta KB Aktif KPS dan KS | adalah pgaarusia subur (PUS)
KPS dan KS | yang saat ini masih menggunakan ssd#th cara atau alat

kontrasepsi.

Kelangsungan berKB golongan masyarakat yang kuraargpu (PA KPS dan
KS 1) menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan R8PL, 2012, 2013, dan
2014 sasaran PA KPS dan KS | yang harus dicapangiasasing sebanyak
12,2 juta, 12,5 juta, 12,9 juta dan 13,1 juta. Beadtkan statistik rutin BKKBN,
untuk tahun 2011, jumlah PA KPS dan KS | tercatbbsyak 14,6 juta peserta
dan untuk tahun 2012, dari target sebanyak 12a5jeserta diperoleh 14,6 juta
KPS dan KS | sedangkan untuk tahun 2013 mengalamirpnan yaitu 14,2
juta PA KPS dan KS I. Untuk tahun 2014 capaiandieglalah 13,8 juta.
Apabila dibandingkan dengan sasaran RKP masingagpasihun, ternyata
target di empat tahun tersebut telah dapat dipenuhi

Pengukuran IKU dilakukan dengan cara membandindgkanlah Peseta KB
Aktif KPS dan KS | dengan jumlah total peserta Kdifa
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Tabel 3.15
Perkembangan Pencapaian PA KPS dan KS | terhadap Saran
Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014

Peserta 2011 2012 2013 2014

KB Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Pencapaian

Akif
12,2 14 12 14 12 14,2 131 1
KPS dan ’ 6 5 6 9 : 3 38

KS-I

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian IKU 14 (Jumlah peserta KB aki/PA KPS dan KS | (juta)
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target | Realisasi Capaian Tahun
Tahun | Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014

14. Jumlah 13,1 13,8 105,2% 110,1% 116,8% 119,7%
peserta KB
aktif/PA

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwasesalyang didapat BKKBN
untuk IKU tersebut adalah 13,8 juta telah berhamlampaui target sebesar
13,1 juta, sehingga capaian IKU adalah sebesa%®9)alam upaya untuk
memenuhi capaian target tersebut telah dilakukgratan-kegiatan antara lain
sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan, strategi dan materi infeirnegtang akses,
kualitas dan pembinaan kesertaan KB bagi PUS;

Pengadaan alat dan obat kontrasepsi;

Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB;

Pelatihan CTU IUD dan Implan bagi provider pelayaka;

a k~ w0nN

Peningkatan jejaring kerjasama dengan mitra kewdand rangka
pembinaan kesertaan ber-KB;

6. Operasional Bhaksos Integrasi Pelayanan KB bersaitna kerja;

Peningkatan kualitas pelayanan KB di rumah salkatldiaik pemerintah;
8. Intensifikasi klinik KB dalam program Kesehatan Rejuksi di 10
Provinsi Penyangga Utama,
9. Orientasi Pemantapan KB PP dan PK dalam Peningkd@aviKJP
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3.2.3.10 Sasaran Strategis 11 - Terbentuknya BKKBDi 435 Kabupaten dan Kota

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undangNodalbun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keldiangdaakan bahwa
dalam rangka pengendalian penduduk dan penyeleamyg&eluarga berencana
di daerah, pemerintah daerah membentuk BKKBD (Bad¢igmendudukan dan
Keluarga Berencana Daerah) di tingkat provinsilddyupaten/kota yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubunfyengsional dengan
BKKBN. Selanjutnya pada Pasal 56 ayat (2) hurufyatakan bahwa salah satu
fungsi BKKBN adalah melakukan pembinaan, pembiméindan fasilitasi di

bidang pengendalian penduduk dan penyelenggar&aarfga berencana.

Sesuai ketentuan pada Pasal 117A ayat (2) Perd@uesiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusandeérediomor 103 Tahun
2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenang@ynan organisasi dan
tata kerja lembaga pemerintah non kementerian, @amemfasilitasi
terbentuknya BKKBD, BKKBN melalui perwakilan BKKBNProvinsi

melakukan pembinaan. Pencapaian SS 11 ini baruapant3,0%.

Gambar 3.8
Desain organisasi BKKBD

FRONT OFFICE

Opening/warming-up
market

Preparing

product to be sold Processing/closing
account

Ensuring the internal organization
process well run

Sasaran strategis 11 diukur melalui IKU:

* IKU 15 — Jumlah kabupaten dan kota yang telah metnkeBKKBD
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3.2.3.10.1 IKU 15 - Jumlah kabupaten dan kota yantglah membentuk BKKBD

BKKBD dalam melaksanakan tugas fungsinya mempumyaingan fungsional

dengan BKKBN sehingga BKKBN mempunyai peran dalammiasilitasi

pembentukan BKKBD yaitu:

1. Melakukan koordinasi Advokasi dan sosialisasi Umgdandang Nomor 52
Tahun 2009;

2. Advokasi revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 38 dan
41 Tahun 2007,

3. Pembahasan berbagai peraturan pelaksanaan UnddagguiNomor 52
Tahun 2009;

4. Menetapkan NSPK dan SPM;

5. Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPM,;

6. Melakukan inventarisasi Provinsi, Kabupaten dan aKgtang telah
membentuk BKKBD;

7. Menyiapkan pedoman pembentukan BKKBD, pedoman pehgegan
kapasitas SDM, pedoman sarana dan prasarana, pedmmngembangan
kapasitas kediklatan.

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian IKU 15 (Jumlah kabupaten dan &ta yang telah membentuk BKKBD )
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target | Realisasi Capaian Tahun
Tahun [ Tahun 2014 2013 2012 2011
2014 2014
24

15. Jumlah 185 13% 3,3% 7% 0
kabupaten
dan kota yang
telah

membentuk
BKKBD

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwaseesalyang didapat BKKBN

untuk IKU 21 hanya sebesar 13%. Hal ini disebalzk@ara lain:

1. Kabupaten dan kota dalam pembentukan kelembagaasmgacu pada
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemieantdaerah dan PP
Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007,
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2. Tidak selarasnya antara Undang-undang Nomor 32 nf&@04 tentang
Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 200RoR#®r 41 Tahun
2007 dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 khyapasal 56;

3. Dalam pembentukan kelembagaan di kabupaten dan datainan daerah
lebih taat kepada aturan pembentukan kelembagaaangsat daerah
berdasarkan regulasi dan arahan dari KementeritanDidegeri dibanding
memperhatikan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009tarign
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kelug@ayzg

mengamanatkan pembentukan BKKBD di kabupaten den ko

Dalam memenuhi target, maka telah dilakukan upggaa sebagai berikut:

1. Pembentukan tim advokasi kelembagaan di tingkadtplen provinsi

2. Memperkuat advokasi dengan memanfaatkan stakelhoitier kerja

3. Mengirimkan surat kepada Gubernur seluruh Indoreggia mendorong atau
memfasilitasi pembentukan BKKBD kabupaten dan kota.

4. Memanfaatkan berbagai forum pertemuan nasionaipmalj kunjungan
kerja pimpiman BKKBN ke berbagai daerah, untuk nasivgpkasi
pembentukan BKKBD.

Berikut disajikan tabel Kabupaten dan Kota yanghehembentuk BKKBD
berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009.
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Gambar 3.9

Kabupaten dan Kota yang telah membentuk BKKBD
berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009

STATUS
NOKABUPATEN DAN KOTA| PROPINSI NOMENKLATUR NO PERDA KETERANGAN
1 |Bangka Selatan Bangka Belitung BKKBD Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus
2012
2 |Kab. Belitung Timur Bangka Belitung BKKBD Nomor 5 Tahun 2013
3 |Kab. Bangka Barat Bangla Belitung BKKBD Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 31
Desember 2013
4 |Boalemo Gorontalo BKKBD Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 12
Desember 2012
5 |Sukabumi Jawa Barat BEKKBD Nomor 25 Tahun 2012 tanggal 29 Juli
2012
6 |Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan BEKKBD Nomor 25 Tahun 2013
7 |Pulan Morotai Malut BKKBD Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 28 Juli
2010
8 |Temnate Malut Badan Pengendalian Kependudukan  |Nomor 4 Tahun 2010
dan KB Daerah
9 |Kab. Paniai Papua Badan Koordinasi KB Daerah Perbup 72 Tahun 2011
10 |Kab. Majene Sulbar BKKBD Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 27 Desember
2013
11 |Maros Sulawesi Selatan BKKBD Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 18
Olktober 2012
12 |Kolaka Timur Sulawesi Tenggara BKKBD Perbup Nomor 8 / 2014 tanggal 10 feb
2014
13 |Bolaang Mongondow Utara |Sulawesi Utara BKKBD Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 11 April
2011
14 |Kota Bitung Sulawesi Utara BKKBD Nomor 41 Tahun 2012
15 |Kab. Bolaang Mongondow  |Sulawesi Utara BKKBD Proses Penomoran ditetapkan tanggal 17
Februari 2014
16 |Kab. Muara Enim Sumatera Selatan Badan KB PP dan PA Perda Nomor 5 Tahun 2013 sudah terdapat bidang
kependudukan dalam
STOK
17 |Empat Lawang Sumatera Selatan Badan KB Daerah Nomorl6 Tahun 2012 tanggal 6
Desember 2012
18 |Kab. Tapanuli Tengah Sumatera Utara Badan KB - KK Nomor 7 Tahun 2012
19 |Rejang Lebong Benglaulu BKKBD Proses Penomoran
20 |Padang Pariaman Sumatera Barat BKKBD Proses Penomoran
21 |Kota Ambon Mahiku BKKBD Proses Penomoran
22 |Kab. Tuwal Maluku BKKBD Proses Penomoran
23 |Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat BKKBD Proses Penomoran
24 |Kab. Minahasa Tenggara BKKBD Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober
2014

3.2.3.11 Sasaran Strategis 12 - Meningkatnya jumlaklinik KB yang memberikan

pelayanan KB sesuai SOP (informed consent) dari 2Persen menjadi
sebesar 85 persen.

Setiap pemakaian kontrasepsi harus memperhatikdnhdia reproduksi
individu dan pasangannya sehingga harus diawafjalepemberian informasi
yang lengkap. Informasi yang diberikan kepada célan KB tersebut harus
disampaikan selengkap-lengkapnya, jujur dan bemaamg metode kontrasepsi
yang akan digunakan oleh calon klien KB tersebudlaBn memberikan
informasi ini penting sekali adanya komunikasi arntara dokter dan klien.
Ada anggapan banyak klien sering melupakan inforrfisan yang telah

diberikan oleh dokter/bidan. Oleh sebab itu, umhéncegah hal tersebut perlu
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diberikan pula informasi tertulis dan jika perlihatcakan kembali. Persetujuan

tindakan medis:

» Jika kontrasepsi yang dipilih klien memerlukan #&kdn medis, surat
Persetujuan Tindakan Medisiformed Concentdiperlukan.

» Setiap tindakan medis yang mengandung resiko hdgngan persetujuan
tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak meikdoe persetujuan, yaitu

klien yang bersangkutan dalam keadaan sadar dahreeintal.

Dengan dilakukannya tindakan medis termasuk kogpsasmantap, maka
pengaruhnya terhadap lembaga perkawinan itu seniup besar sehingga izin
harus dari kedua belah pihak. Hal ini berbeda dernigalakan medis lainnya
yang tidak menyangkut organ reproduksi yang izinieyatama diberikan oleh

pihak yang mengalami tindakan tersebut.

Sesudah calon peserta dan pasangannya menandatarfgamed consent

pelayanan kontrasepsi baru dilakukan. Pada halabelakang Lembar

Persetujuan Tindakan Medis terdapat catatan tindalken pernyataan oleh
dokter/bidan/perawat yang melakukan tindakan. @atatindakan dan

pernyataan tersebut memuat catatan tindakan ydagukan yaitu metode,

keberhasilan tindakan, waktu serta pernyataan pdtigas bahwa pelayanan
yang diberikan sudah sesuai dengan standar.

Gambar 3.10
Bagan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan KB
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Pencapaian SS 12 ini sangat baik yaitu sebesa@%02,

Sasaran strategis 12 diukur melalui IKU:
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* IKU 16 — Persentase PB yang mendapat informed abnse
3.2.3.12 IKU 16 - Persentase PB yang mendapat infoed consent

Informed consent adalah suatu persetujuan tindakan medis tertulig ya
menyatakan kesediaan dan kesiapan klien untuk Bed&nhgan metode

implant, IUD, MOW, MOP setelah mendapatkaformed choice

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian IKU 16 (Persentase PB yang mdapat informed consent )
Tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011

IKU Target | Realisasi Capaian Tahun
Tahun | Tahun BPTEPEPToik A T E A ok

2014 2014
87,2%

16. Persentase PB i) 102,6% 122,7% 141,2% 168,6%
yang
mendapat

informed
consent

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasasilyang didapat BKKBN
untuk IKU tersebut adalah 87,2%, telah berhasilamglaui target sebesar
85%, sehingga capaian IKU adalah sebesar 102,6%pai&a ini
menunjukkan bahwa BKKBN telah berhasil meningkatikaersentase
pasangan usia subur yang baru ber-KB dalam meridapadersetujuan
tindakan medis tertulis untuk KB metode ImplantpluUMOW dan MOP.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan BKKBN TaR0h4 dalam upaya
untuk meningkatkan jumlah klinik yang memberikataganan KB sesuai
SOP:

1. Ketersediaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABB¥-KB bagi
provider. ABPK merupakan alat bantu dalam prasesmed choicgang
digunakan oleh provider dalam proses konseling Isgbanformed
consent, yang berfungsi: membantu klien memutuskanmenggunakan
metode KB yang paling tepat baginya, informasi iekrang mutakhir
dalam menyediakan informasi penting yang diperlugeovider untuk
memberikan layanan KB yang berkualitas kepada kireemberi tips dan
bimbingan bagaimana provider seharusnya berkomsindengan klien
dan memberikan konseling yang efektif dan sebafzi antu visual

untuk pelatihan bagi provider.
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3.3

2. Adanya Pelatihan Komunikasi Interpersonal / Komge(KIP/K) dengan

menggunakan ABPK bagi provider, sebagai upaya untakingkatkan
kualitas pelayanan Keluarga Berencana. Penggundah lantu
pengambilan keputusan ber KB (ABPK) dalam KIP/Kdingedirancang
untuk meningkatkan interaksi antara provider daenkiTujuan pelatihan
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ukikasi
interpersonal/konseling (KIP/K) para provider, sgfga provider dan
klien dapat melakukan komunikasi yang efektif dalgmalayanan

konseling KB.

3. Adanya materi promosi, komunikasi, informasi danlkesi (KIE) baik

untuk penyuluhan bagi petugas lapangan, providerpoma di fasilitas
kesehatan yang melaksanakan pelayanan KB. Matdrafbpromosi dan
KIE berisi tentang informasi metode kontrasepspyagin di ketahui oleh
klien dapat berupa buku, pamphlet/brosur, leaflegklet, flyer, lembar

balik, poster, standing banner dan lain sebagainya.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akurtibiialam pengelolaan
keuangan, BKKBN melakukan penyusunan Laporan KearaiBilKBN Tahun
2014 dengan menggunakan SAP (Standard Akuntanseriteah), yang terdiri
dari SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dan SIMAK BMS8istem Akuntansi
Barang Milik Negara). Selanjutnya, laporan keuanigardireviu oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum dialetit Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Sebagaimakatahui, hasil audit
atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013 adalah WAMRjdr Tanpa

Pengecualian).
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Gambar 3.11
Pagu BKKBN TA 2014
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Anggaran untuk pelaksanaan Pembangunan KependudigwarKB Nasional
Tahun 2014 secara Nasional sebesar Rp. 2.888.4480W7-. Pada bulan
Agustus terdapat efisiensi sebesar Rp.365.581.d@8.68ehingga pagu BKKBN
menjadi Rp. 2.522.866.646.000,-. dan pada bularembsr terdapat tambahan
dana Hibah Dalam Negeri pada Perwakilan BKKBN Rrsnvdawa Barat sebesar
Rp.17.000.000.000,- sehingga pagu akhir BKKBN sabes
Rp2.539.866.646.000,-

Sedangkan realisasi total pagu s.d Desember 2GildreRp.2.118.034.743.535,-
(83,39%) dengan rincian:

1. Realisasi Anggaran Satker Pusat yang bersumbeRdarah Murni dan UNFPA
adalah Rp 786.984.998.862,- atau 88,87% dari danebesar
Rp.885.524.659.000,-

2. Realisasi Anggaran Satker Propinsi yang bersumdmeA?PBN dan Hibah dalam
Negeri adalah Rp. 1.331.049.744.673,- atau 80,46% dhna sebesar Rp.
1.654.341.987.000,-
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Tabel 3.19

Realisasi Anggaran s.d Desember 2014

PAGU PAGU
PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN ANGGARAN REALISASI %
SEMULA MENJADI

BKKBN 2.888.488.074.000 2.539.866.646.000 2,118.083535| 83,39

Sebagai lembaga Pemerintah Non

Kementerian

BKKBN mempunyai 1 (satu) Program

Teknis dan 3 (tiga) Program Generik.

A PROGRAM TEKNIS:

| PROGRAM KEPENDUDUKAN 2,700,934,696,000 2,372,614,931,0001,970.643.202.0584 83,06
DAN KB :

1 Pengendalian Penduduk 23,077,967,000 16,187,621,000 14,149,924,633 87,4

2  Pembinaan dan peningkatan 534,529,657,00( 515,370,088,000 485.473.204.574 94,2
kemandirian keluarga berencana

3 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan 26,705,154,000 18,696,696,000 17,883,223,551 95,6
Pemberdayaan Keluarga

4  Peningkatan Advokasi, Penggerakan 238,761,151,00( 168,018,539,000 122,087,104,624¢ 72,6
dan Informasi

5 Pengelolaan Pembangunan 1,877,860,767,000 1,654,341,987,0001,331,049,744,677 80,4
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi

B PROGRAM GENERIK,
MELIPUTI:

I PROGRAM DUKUNGAN 139,610,078,00( 130,094,590,0p0 114,165,263,83Q 87,7
MANAJEMEN DAN TUGAS
TEKNIS LAINNYA BKKBN

Il PROGRAM PELATIHAN DAN 41,416,300,004 31,787,220,000 27,966,388,541 87,9
PENGEMBANGAN BKKBN

IV  PROGRAM PENGAWASAN DAN 6,487,000,000 5,369,905,000 5,259,889,1000 97,9%

PENINGKATAN
AKUNTABILITAS APARATUR
BKKBN
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Gambar 3.12
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2014

REALISASI ANGGARAN BKKBN
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Tabel 3.20
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2014
MAK| JENIS BELANIJA PAGU DIPA REALISASI %

1 2 3 4 5=(4:3)
51 |Belanja Pegawai 357,721,715 311,659,753 87.12
52 [Belanja Barang 2,160,485,000 1,789,455,417 82.83
53 [Belanja Modal 21,659,931 16,919,572 78.11

TOTAL 2,539,866,646 2,118,034,742 83.39

Penyerapan anggaran yang relatif rendah dikarenbkb@erapa permasalahan yaitu

sebagai berikut:

1. Pada saat penerimaan DIPA BKKBN kondisi terblokardna keterlabatan
persetujuan dari DPR. Pengesahan revisi anggdnan 2014 tanggal 24 Januari
2014 sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakanipdda Februari 2014;

2. Pengesahan revisi dana lini lapangan baru dibukla palan april berdasarkan
surat Nomor: S-616/AG/2014;

3. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomofahun 2014 tentang
Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementeriandgarbahun Anggaran
2014 melalui surat Sekretaris Kabinet Republik hekia Nomor: SE-
7/Seskab/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 BKKBN mendapatbesaran target
penghematan dengan cara identifikasi secara magdocking self)sebesar
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Rp.849.693.383.000,- atau sebesar 29,42% Merqdi365.581.428.000,- dari
total paguatau 12,66%Proses APBN-P yang memakan waktu kurang lebih @nbul
menyebabkan realisasi anggaran rendabh;

4, Adanya temuan dari BPK maka tahun Anggaran 2014ktidiperkenankan
pembentukan BPP di Kabupaten dan Kota sehinggaubelkegiatan dan
pertanggungjawaban anggaran menjadi tanggungjgvealvakilan BKKBN
Propinsi, hal tersebut juga menjadi hambatan dgkleksanaan anggaran.

3.4 Kinerja dan Capaian Lainnya

Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013 memperoleh opmP.

Gambar 3.13
SertifikaOini BPK RI atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2013

ertingg
Keuangan Pemerintah

2. BKKBN menerima penghargaan dari Menteri KeuangapuRkk Indonesia atas
kinerja yang sangat baik di bidang Pengelolaanmiahilik Negara Tahun 2013

sebagai juara kedua kategori Sertifikasi BarangkNNegara.
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Gambar 3.14
Sertifikat atas kinerja BKKBN di bidang PengelolaanBarang Milik Negara Tahun 2013

3. BKKBN menerima penghargaan dari Menteri Pendayagumsparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi atas prestasi dalam akilitgakinerja dengan predikat
nilai “B” .

Gambar 3.15
Penghargaan LAKIP Tahun 2013

4, BKKBN menerima penghargaan dari Menteri KesehatapuRlik Indonesia
sebagai terbaik kedua dalam penilaian PHBS di témerja antar
Kementerian/Lembaga.
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Gambar 3.16
Penghargaan atas PHBS

o
2
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan
TANDA PENGHARGAAN

kepada :

Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional

sebagai

PEMENANG Il

Penilaian PHBS di Tempat Kerja Antar Kementerian/Lembaga
(Kep. Menkes RI Nomor : KP.04.02/Menkes/461/2014)

Jakarta, 21 November 2014
RI KESEHATAN,

I8 MOELOEK, Sp.M (K)

5. BKKBN menerima penghargaan Efisiensi Energi Nadi&td4 dari Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesiatuki kategori
penghematan energi dan air pemerintah pusat.

Gambar 3.17
Penghargaan Efisie[]si Energi Nasional 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Memberikan Penghar utsertaan Kepada:

Badan Kependudukan da

ja Berencana Nasional

6. BKKBN menerima penghargaan dari Komisi Informass&uRepublik Indonesia
sebagai peringkat kedua dalam keterbukaan informasik kategori Lembaga.
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Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Rlgan® Desember 2014 di
Istana Wapres.

Gambar 3.18
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
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PENUTUP




@ BAB IV

BkkbN PENUTUP

Laporan akuntabilitas Badan Kependudukan dan KgtuaBerencana Nasional
(BKKBN) merupakan perwujudan pertanggungjawabaraksglnaan rencana strategis
2010 — 2014 (visi, misi, tujuan strategis, sasatetegis dan program) serta tugas, pokok
dan fungsi kepada semua elemen yang menjadi pemamgentingan (stakeholders)
dalam pelaksanaan pembangunan Kependudukan daarg@lBerencana Tahun 2014.

Dari hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya taaipdldhwa dengan melaksanakan
akuntabilitas kinerja dapat diketahui sejauhmarsarsen maupun target-target yang
ditetapkan dapat dicapai. Secara umum dapat diskaapubahwa BKKBN telah
merealiasikan sesuai sasaran dan tujuan orgap&ssasielah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja tahun 2014. Hal ini ditunjukkan oleh selumealisasi atas target yang ditetapkan
sebagaimana dijelaskan dalam tabel hasil pengukimarja. Namun demikian BKKBN
harus melakukan perbaikan-perbaikan dengan teemems meningkatkan pencapaian
kinerja untuk tahun-tahun mendatang antara laingaenterus mengupayakan
pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus damsi&®n pada pengembangan
manajemen kinerja sesuai dengan roadmap yang uksun, selain itu terus
meningkatkan kompetensi SDM BKKBN agar dapat metakudeteksi dini (early
warning system) terhadap perubahan lingkunganegfisanasional yang begitu cepat
sehingga dapat segera mengambil langkah-langkaisipatif dalam menghadapi

tantangan pengendalian penduduk.

Dengan berakhirnya tahun 2014, secara umum tugasudgsi BKKBN telah dapat
dilaksanakan seluruhnya dengan baik. Apabila diliseacara umum, hasil dari
pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga &avaiahun 2014 telah berhasil
memenuhi kinerja yang ditetapkan. Dari segi angggrada tahun 2014 BKKBN telah
berhasil mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp448884.000,- namun kemudian
mengalami efisiensi sehingga pagu akhir BKKBN sabeRp 2.539.866.646.000,-
dengan realisasi sebesar Rp 2.118.034.743.53539®3. Dukungan anggaran tersebut
dialokasikan untuk pelaksanaan 1 (satu) programigelan 3 (tiga) program generik.
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Demikian laporan akuntabilitas ini dibuat, agar atapgnemberikan informasi atas
pencapaian kinerja BKKBN sebagai lembaga pemeriydialy bertanggung jawab dalam

terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan pendwtidkdonesia.
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Lampiran
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PROSES BISNIS YANG TELAH MEMANFAATKAN TIK

No. | Proses Bisnis di BKKBN Unit Kerja Aplikasi TIK yang
digunakan
1  |Proses Penyebarluasan Direktorat Teknologi Informasi dan Situs BKKBN
Informasi Program KKBPK ~ |Dokumentasi
2 |Proses Penyebarluasan Direktorat Teknologi Informasi dan Situs PPID (Pusat
informasi Publik Dokumentasi Pengelola Informasi dan
Dokumentasi)
3 |Proses Pelayanan Perpustakaan |Direktorat Teknologi Informasi dan Pustaka BKKBN (Digital
Dokumentasi Library)
4 |Proses Manajemen SDM Biro Kepegawaian SIMPEG (Sistem Informasi
Pegawai)
5 |Proses Penilaian Individu Biro Kepegawaian MRF (Multi Rater
Feedback)
6 |Proses Status Masalah Pegawai |TU Pengawasan Stasmas (status Masalah)
7  |Proses Pengadaan Barang / Jasa |Direktorat Teknologi Informasi dan LPSE BKKBN
Dokumentasi
8  |Proses Balance Score Card Biro Perencanaan Aplikasi BSC
9  |Proses Dokumen Arsip Biro umum DMS (Document
Management System)
10  [Proses Pendidikan dan Pelatihan |Pusat Pendidikan dan Pelatihan SIDIKA (Sistem Informasi
SDM Kependudukan dan KB Diklat Kependudukan dan
KB)
11 |Proses Pengaduan Masyarakat |Biro Hukum Organisasi dan Humas Dumas (Pengaduan
masyarakat)
12 [Proses Pencatatan Logistik Biro Keuangan dan BMN Logistik
13 [Proses Pembelajaran jarak jauh |Pusat Pendidikan dan Pelatihan e-learning
Kependudukan dan KB
14 |Proses Pengendalian lapangan  |Direktorat Pelaporan dan Statistik Dalap
15 [Proses Laporan Klinik Direktorat Pelaporan dan Statistik F/I/ Klinik
16 |Proses Pendataan Keluarga Direktorat Pelaporan dan Statistik MDK (Mutasi Data
Keluarga)
17 |Proses Layanan Informasi Direktorat Teknologi Informasi dan Dashboard, GIS, Profil
Eksekutif Dokumentasi Desa
18 [Proses Dokumentasi dan Biro Hukum Organisasi dan Humas JDIH
Informasi Hukum
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FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEM  BAGA

Kementerian/Lembaga : Badan Kependudukan dan kgduaerencana Nasional

Tahun Anggaran : 2014

INDIKATOR PROGRAM/ ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI )
KINERJA KEGIATAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BKKBN 2.539.866.646.000,- 2.118.034.743.535,- 83
1  Meningkatnya 1  Jumlah Grand 1 1 100 Sebagai lembaga
keserasian Design Pemerintqh Non
kebijakan Pengendalian Kementerian BKKBN
pengendalian Penduduk dan UE WL L (satu)
duduk d Program Teknis dan 3
pen bu ukdengan g a6 1 1 100 (tiga) Program
pgm angunan Kebijakan Generik. _
lainnya sektor A. Program Teknis:
embanaunan I. Program 2.372.614.931.000,- 1.970.643.202.058, 83.06
P 9 Kependudukan dan
berwawasan KB:
kependudukan
2 Meningkatnya 5 CER e 60,1 60,5 100,7 1. ggzgﬁggillan 16.187.621.000,- 14.149.924.533,. 87.41
Corirzszpiie modemn (persen 2. Pembinaan dan 515.370.088.000,-  485.473.204.575, 94.20
Prevalence Rate peningkatan
(CPR) cara modern kemandirian keluarge
dari 57,9% menjadi berencana
60,1%
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ANGGARAN

REALISASI

INDIKATOR PROGRAM/

KINERJA

SASARAN STRATEGIS TARGET

REALISASI

KEGIATAN
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3 Menurunnya 4 Persentase 6.5 108 66,2 3. Pembinaan Keluarga 18.696.696.000,- 17.883.223.551,: 95.65
kebutuhan ber-KB kebutuhan KB Sejahtera dan
ebutuhan ber- ebutuhan KE Pemberdayaan
tidak terlayani tidak terlayani Keluarga
(unmet need) dari 4. Peningkatan 168.018.539.000,- 122.087.104.626, 72.66
8,5 persen menjadi Advokasi,
sekitar 6,5 persen Penggerakan dan
dari jumiah 5 o 654.341.987.000, 1.331.049.744.673, 80.46
pasangan usia subur . engelolaan 1.654.341.987. ;- 1.331.049.744.673, A4
Pembangunan
4  Meningkatnyausia 5  Median Usia 21 tahun 20 tahun 95,2 Kependudukan dan
kawin pertama Kawin Pertama gelugrg_a Berencana
rovinsi
gUKIZ)S)r)terr]empuan perempuan B. Program Generik:
art 19 tanun Il. PROGRAM 130.094.590.000,-  114.165.263.830, 87.76
menjadi 21 tahun DUKUNGAN
5 | Menurunnya Age 6 | Jumlah 30 35 83,5 I\DA:NNAI"LEGMAESN
Specific Fertility kelahiran pa(.ia TEKNIS LAINNYA
Rate (ASFR) 15-19 kelompok usia BKKBN
tahun dari 48 15 - 19 tahun
menjadi 30 per per 1000 Ill. PROGRAM 31.787.220.000,- 27.966.388.547,. 87.98
seribu perempuan perempuan PELATIHAN DAN
PENGEMBANGAN
6 Menurunnya 7  Persentase 15 11,16 109,0 BKKBN
kehamilan tidak penurunan IV. PROGRAM 5.369.905.000,- 5.259.889.100,- 97.95
diinginkan dari kehamilan tidak PENGAWASAN
19,7 persen diinginkan DAN
menjadi 15 persen PENINGKATAN




SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM/
REALISASI
KEGIATAN

ANGGARAN

7  Meningkatnya
peserta KB baru
pria dari 3,5 persen
menjadi 5 persen

8  Meningkatnya
kesertaan ber KB
pasangan usia subt
(PUS) Pra-S dan
KS | anggota
kelompok Usaha
Ekonomi Produktif
dari 80 persen
menjadi 82 persen,
dan Pembinaan
Ekonomi Keluarga
menjadi 70 persen

9  Meningkatnya
partisipasi keluarga
yang mempunyai
anak dan remaja
dalam kegiatan
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak
melalui kelompok

10

11

12

Persentase PB 5,0
(peserta KB
baru) Pria

Persentase PUS 75,3
KPS dan KS |

anggota

kelompok

UPPKS yang

menjadi peserta

KB

Persentse 70
keluarga KPS

dan KS | yang

ikut dalam

kelompok

UPPKS

Jumlah keluarga 4,4 juta
yang aktif

dalam BKB

Jumlah keluarga 2,4 juta
yang aktif

dalam BKR

AKUNTABILITAS
APARATUR
BKKBN

5,89 117,8

81,8 108,6

52,9 75,6

2,9 juta 65,2

1,5 juta 62,5
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INDIKATOR PROGRAM/ ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI
KINERJA KEGIATAN REALISASI

kegiatan Bina
Keluarga Balita
(BKB) dari 3,2 juta
menjadi 5,5 juta
keluarga balita dan
Bina Keluarga
Anak dan Remaja
(BKR) dari 1,5 juta
menjadi 2,7 juta
keluarga remaja
10 Menurunnya 13 Persentase 60 54,5 90,8
disparitas CPR Provinsi dengan
antar wilayah dan CPR > CPR
antar sosial Nasional
BB 14 | Jumlah peserta 13,1 juta 13,8 juta 105,!
KB aktif/PA
KPS dan KS |
11 Terbentuknya 15 Jumlah 185 24 13,0
BKKBD di 435 kabupaten dan
Kabupaten dan kota yang telah
Kota membentuk
BKKBD
12 | Meningkatnya 16 = Persentase 85 87,2 102,6
jumlah Klinik KB Peserta KB
yang memberikan Baru (PB) yang
pelayanan KB mendapat
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INDIKATOR PROGRAM/ ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI %
KINERJA KEGIATAN REALISASI
sesuai SOP informed
(informed consent) consent

dari 20 persen
menjadi sebesar 85
persen

Jumlah Anggaran Tahun 2014 . Rp 2.53866.646.000,-

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014 : Rp 2.118.0343.535,-
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